
BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 I 164 I K/ 4t t.Or3 / 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022-2025

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Rencana
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk
Tahun 2022-2025 dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta
Ke4ia;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor 6 Tahun 20O9 tentang Penyelenggaraan Data
Gender dan Anak;

Menimbang

Mengingat

U/



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 200g
tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan
Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang pedoman
Pengawasan Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
Responsif Gender untuk pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman
Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Indikator
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuaa dan Perlindungan Anak Nomor
7 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai6611s
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2O18;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pengaru sutamaal Gender;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang
Pengaru su tamaan Gender;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten l,ayak Anak;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengaru sutamaan Gender;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2O2O tentang
Rencana Aksi Daerah Kabupaten f,ayak Anak Kabupaten
Nganjuk Tahun 2O2O-2O24;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor I Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak;

20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
l88ll48/K/ 41 1.013/2011 tentang Pembentukan Gugus
Tugas Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)
Kabupaten Nganjuk;

21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188 / 92 / K / 4 1 l.O 1 3 / 20 1 5 tentang Pembentukan Kelompok
Ke{a Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak Dalam Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk;

$,.
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TAHUN 2022-2025.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR r88 I t64 I K I 4tr.Ot3 I 2022
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2022-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1 . 1. l"atar Belakang

U^.

Pengarusutamaan Gender (puG) dalam pembangunan adalah satah
satu strategi pemberdayaan perempuan yang didasarkan atas Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2o0o tentang pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional. Melalui Inpres tersebut diamanatkan kepada
seluruh Menteri, Kepala l*mbaga, Gubernur dan Bupati/walikota untuk
mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai
dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencan.ran, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang berperspektif gender. Sehingga harapannya
adalah bahwa setiap warga negara mempunyai akses yang sama terhadap
sumber daya dan hasil pembangunan. Selanjutnya pelaksanaan pUG
diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 200g
tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
56lagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011.

Selain dasar hukum yang melandasi, indikator lain yang
menunjukkan komitmen daerah dalam melaksanakan pUG dapat dilihat
dari besaran anggaran responsif gender. Implementasi pUG perlu didukung
dengan anggaran yang responsif gender. Melalui peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dal
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, sebanyak 7 kementerian
didorong untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam
program dan kegiatan masing-masing kementerian, yaitu: Kementerian
Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Pemberdayaal Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 104 Tahun 2O1O dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun
2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial,
ekonomi, dan politik.
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Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah, Kabupaten Nganjuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten

Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender'

Meskipun Peraturan daerah tentang gender diterbitkan pada tahun 2020

komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan keadilan

dan kesetaraan sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya.

Hal ini terbukti bahwa capaian kine{a pengarusutamaan gender yang

diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai nilai
93,26 di tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi93,76' Capaian

tersebut diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Untuk mempercepat keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten

Nganjuk, pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan dorongan dan

memfokuskan program/kegiatan pengarusutamaan gender dalam

pembangunan di Kabupaten Nganjuk dengan menetapkan Keputusan

Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaal Gender (RAD-

PUG). RAD-PUG ini untuk memberikan sinergr terhadap program unggulan

kepala daera-h yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun

20 | 8- 2023 termasuk perubahannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) adalah tersusunnya dokumen

yang menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten

Nganjuk dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih

terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses

penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang

responsif gender.

1.3. Sasaran

sasaral dari kegiatan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender {RAD-PUG) adalah sebagai berikut:

a. Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif
gender di KabuPaten Nganjuk.

b

l.t,

Tujuan

Sed.angkan tujuan secara umum dari Kegiatan RAD-PUG disusun

untuk menjadi panduan dan arahan di dalam menyusun kebSakan,

program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring-evaluasi (monev) yang responsif gender pada setiap

tahapan pembangunan.
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Memperkuat jaringan kelembagaan pengarustamaan gender termasuk
keterpaduan program dan kegiatan di Kabupaten Nganjuk.

Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di
Ferangkat Daerah/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten
Nganjuk.

Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam
program/kegiatan di Perangkat Daerah/lembaga pemerintah/non
pernerintah di Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan
dan penganggaran yang responsif gender di Perangkat

Daerah/lembaga pemerintah/ non pemerintah di Kabupaten Nganjuk.

b

c

d

e

il^

1.4. Le.ndasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pgmbanggnan N4sional;

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa

kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhb dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O ter,tang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

sebagaimana tplah diubah dengan Pqratr'rran Mqnteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah

Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 20L4 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
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12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pemberdayaal Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7
Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Penga-rusutamaan Gender;

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2O2O tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Pengarusutamaan Gender;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2O2O tentar:g Rencana

Aksi Daerah Kabupaten tayak Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 202O-

2024;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/41 1.013/2011tentang
Pembentukan Gugus T\rgas Perdagangan Perempuan dan Anak

Vrafficking) Kabupaten Nganjuk; dan

21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor l88l92lKl4l1'013/2015 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaal

Perempuan dan Anak Datam Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk'

Ut
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Indeks IPG adalah indikator yang menggambarkan tingkat keadilan dan
kesetaraan gender. Nilainya merupakan perbandingan (rasio) antara capaian IPM

Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi

yang digunakan oleh llnited Nations Deuelopment Programme (UNDP) dalam
menghitung Gender Deuelopmert Index (GDI) dan Human Deuelopment Indeks
(HDI) pada tahun 2010. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam

dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun
lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-Iaki dan
perempuan.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka

kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perernpuan semakin rendah. IPG

digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan

perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM

perempuan sama seimbang. Berikut data capaian indikator pembangunan

Gender di Kabupaten Nganjuk.

GRAFIK 2.1.

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2Al7 - 2A2t

93.8

93.7

93.6

93.5

93.4

93.3

93.2

93.1

93

+Kabupaten Nganiut
2017
93.48

20 i8
93.26

20t9
93.27

2020
93.26

2021
93.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tah:.;'rr 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang

mengukur peran alrtif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi

berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengarnbilan keputusan serta penguasaan

sumber daya ekonomi.

ttl

BAB II
ANALISIS SITUASI
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GRAFIK 2.2.
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 2021

TABEL 2.1.

INDIKATOR BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2OL8 - 2O2I

2.1.
2.1.1.

Bidang Kesehatan
Kesehatan

Pembangunanbidangkesehatanmeliputiseluruhsiklusatau
tahapan kehidupan manusia. BiIa pembangunan kesehatan berhasil

dengan baik maka secara lalgsung atau tidak langsung akan terjadi

peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbalgkan bahwa

p"mULgunat bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting

tagi peningkatan SDM, pada calon generasi penerus, sejak dari

t andungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu

tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan

dalam tabel berikut:

7t
70

69

68

67

66

65

64

63

62

*KabuFraten Nganjuk
2017
66.56

20t8
65

2019
68.45

2020
69.9

NO. JENJANG 2018 2019 2021

I
Persentase Fasilitas PelaYanan

Kesehatan Teralcreditasi
92 92,3r 100,00 24 oo

Angta Kematian Ibu Per
100 .OOO kelahiran hidu

95,2 59,57 83,47

8 14

245,5

J
Angka Kematian BaYi Per 1.OOO

Kelahiran Hidu
7,75 6,75 5,81

4 Prevalensi ada Balita 16,13 1 1,56 9,41 11,9

5
Persentase Desa / Kelurahan

UCI
61 97 89,44 85,2 r 234,OO

6
Prevalensi Penderita TBC Per
100.000 duduk

101,27 tol,26 66,79 56,79

7 Prevalensi HIV AIDS 0,0001 0,0010 o,01050 0,o1245

l),

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2021
69.74

2020

o
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TfE.E,L2.2.
JUMLAH KEMATIAN BAYI, KEMATIAN IBU DAN JUMLAH

KEI..N,HIRAN HIDUP DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 _ 2O2I

2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Dari data angka kematian bay tahun 2Ol7 -2021 tercatat jumlah
kematian bayi mengalami penurunan dari angka 147 pada tahun 2017

dan 70 pada tahun 2021. Sedangkan jumlah kelahiran hidup juga

cenderung menurun yaitu di tahun 2017 yaitu 15.458 dan di tahun 2021

adalah 13.249. Menurunnya jumlah kelahiran merupakan dampak dari

menurunnya Total Fertilitg Rate (TFR).

TABEL 2.3.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tah.un 2O22 )* hasil bulan timbang

bulan februari

Status gd balita
menggambarkan tingkat ke

dari data tahun 2O18-20

cenderung menurun, Yaitu
menjadi 3.697 bdtta,

merupakan salah satu indikator yang

sejahteraan masyarakat. Kabupaten Nganjuk,
21 memiliki angka balita gizi buruk yang

8.110 balitadi tahun 2O18 dan turun di 2021

TABEI2.4.
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 20t7 -202r

20t9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Dari data cakupan ibu hamil Kabupaten Nganjuk tah:un 2Ol7-2O21

tercatat jumlah ibu hamil terbanya-k pada tahun 2017 dengan angka

l7.lgg dan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan tertinggi pada

NO. DATA 20ta 2019 2020 2021

Jumlah Kematian Bayi to4 102 tt7 70

2 Jumlah Kematian Ibu t2 9 72 30

Jumlah Kelahiran Hidu 15.458 15.458 14.192 14.376 13.249

DATA 20L8 2019 202L

1 Jumlah Balita Gizi Buruk 8.1 10 5.308 5.354 3.697

2 Persentase balita stun 16,1 rt,a7 tt,o2 6,80

J Jumla-h Balita a7.577 61.186 5L.974 5a.449

NO. DATA 20t7 2018 2020

Jumlah Ibu Harnil L7.OO4 t6.434 15.648

2 tkan
13.578 13.381 12.950 13.247 12.451

Cakupan ) 79,9 78,7 77,9 80,6 79,57

J,U'

BALITA GIZI BURUK DAN BALITA STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN

20ta - 202L

I r47
13

J

NO. 2020

2021

1 t7.oo4 r6.619

Jumlah Ibu Hamil Yang
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tahun 2017 dengan angka 13.578. Jumlah kehamilan setiap tahun terus
menurun dan terendah pada tahun 2021 sebesar 15.648 kehamilan.

D ESA DENGAN cexupeHucElJi ?i*,"O"UON NGANJUK
TAHUN 2017 - 202t

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tabun 2022

Pencapaian uniuersql Child' Immtnization (UCI) pada dasarnya

merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah

mendapatkan imunisasi secara lengkap. Dari data Desa dengan cakupan

UCI tahun 2OL7-2O21 terlihat pada tabel tersebut ciiatas' Tahun 2017

dari sejumlah 284 Desa/Kelurahan cakupan UCI yaitu 244, tahun 2Ol8
cakupan UCI 184, pada tahun 2019 menurun menjadi 262, dal:- terakhir
tahun 2O21 yaitu 251.

TABEI2.6.
PREVALENSI HIV DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 _ 2O2I

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 202o

TABEL2.7.
PREVALENSI PENDERITA KUSTA DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 20t7 -202r

20t9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Indikator ini menunjukkan jumlah kasus kusta terdaftar Pazsi

Basiler (PBi maupun Multi Basiler (MB) pada saat tertentu per 10.000

penduduk. Di Kabupaten Nganjuk pada data Prevalensi Penderita Kusta

2Ot7-2O21pada tahun 2ol7 tercatat memiliki Jumlah Temuan Baru (PB

+ MB) paling tinggi dengan angka 50 dari 1-048.799 penduduk'

U^.

NO. 2017 20t8 2019 2020 2027

1 Jumlah Desa Kelurahan 284 284 284 284 244
c Desa Kelurahan Caku UCI 244 184 242 25r

Cakupan 85,9 64,8 92,3 85,2 88,4

NO. DATA 2017 2018 2019 2020 2027

1

Masih Hidu
727 L49 169 113 205

2 Jumlah Penduduk 1.o48.799 1.054.6 I 1 1.103.902 1.060.086

o,069 0,o14 o,016 o,01 1 o,o19

NO DATA 2017 2020 2021

I Jurrlah Temuan Baru
50 3 5 10

c L.O4A.799 1.o51.900 1.o54.6 I I

DATA

262

Jurrlah Penderita HIV Yang

r.051.900

Prevalensi

20La

1pg + MB)
20

Jumlah Penduduk 1.103.902 1.060.086
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TABEL 2.8.
JUMLAH KASUS TB PER FASILITAS KESEHATAN DI KAI}UPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Taleun 2022

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan menunjukkan tren
menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya' Ha1 ini
terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dasar kesehatan, sehingga

mampu menekan kematian ibu melahirkan dan bayi lahir' Namun bila

dibandingkan dengan capaian Srstolinable Development Goats /SDGs/ (12

per 1000 kelahiran hidup) maka angka tersebut masih lebih kecil.

a. Jumlah Fasilitas Kesehatan
Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang

berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan,
asuhan keperawatan secara berkesinambungal, diagrrosis serta

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak
jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi

masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Ketersediaan

rumah sakit diukur dari rasio jumlah rumah sakit dibagi dengan
jumlah penduduk. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Nganjuk

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL2.9.
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 202t

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Jumlah Tenaga Medis
Tenaga medis di rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah

Kabupaten Nganjuk sangat menentukan pelayanan terhadap

masyarakat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk'

Dimana tenaga medis merupakan salah satu sarana penunjang

kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka

semakin memudahkan masyarakat rnenerirna pelayanan

Al,'

NO. DATA 2017 2019 2020 202r

Jumlah Kasus TB 1035 564 t.o28 717 682

2 Jumlah Penduduk 1.051.900 1.054.611 1.060.86

FASILITAS KESEHATAN

KLINIKRUMAH
BERSALIN

BAI,AI
PENGOBATAN

TEMPAT
TIDUR

PUSKESMAS

PEMBANTU
RS PUSKESMAS

TAHUN

427L48835 2020t7
30n0678815 202014
31005 202019
310o1.054205

0 340887825 20

b.

2018

1

t.o4a.799 1. 103.902

82 1.023

2A20 a2

2021
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kesehatan. Berikut adalah data secara lengkap mengenai jumlah

tenaga medis Pada tahun 202 1:

TABEL 2.10.

JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS TAHUN 2021

Sumber: Dinas Kesehatan KabuPaten NganjukTahun 2022

TABEL 2.11.

JUMLAH TENAGA MEDIS DINAS KESEHATAN DAN RSU

It{

AHLIGTZTFARMASIDOKTERKECAMATAN
224Sawahan
1119

SN
036233
1133oo3Loceret
12302Pace
1317
1o44oo

Prambon
12925l0N
J

I
I2052Kertosono

11264Patianrowo
a22154Baron

2026l63
1I23203Sukomoro
132977oN
232J
I24t7o
13409oso
321693N
1I2016J
2225t44Jatikalen

32546345a2Jumlah

RSU

KERTOSONO
RSU

NGANJUK
DINAS

KESEIIATANTENAGA KESEHATANNO
13340esialisDokterI
2517.)

Dokter Umum2
22DokterJ

18o4
137Ahli Gizi5

oo0Pembantu Ahli Gizi6
693927Bidan

30Perawat8
132t0Asisten A teker SMF AK.F9
000APROAsisten10
00Perawat11
4oSPPHt2

TAHUN 2021

PERAWAT BIDAN

15 27

3 11

Berbek
4

18
on 2

15
1

11 I
0

32

27

3

8

150

0



RSU

KERTOSONOTENAGA KESEI{ATANNO.

5J19Kesehatan M akat S13

00
Analisis kesehatan/Pranata
laboratorium
Kesehatan

t4

14oS15
4oRekam Medik16

t22249120Kesehatant7

2,1.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan

sejahteradiKabupatenNganjukadalahperkembanganrasioakseptorKB.
Tingkat fertilitas e^"rrrg"rr Usia Subur (PUS) di Kabupaten Nganjuk cukup

baik. Masyarakat Kabupaten Nganjuk saat ini sudah memandang bahwa

kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya' Capaian kinerja

urusan keluarga berencana tersaji sebagai berikut:
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten NganjukTahun 2022

TABE.L2.I2.

CAPAIANKINER.IAURUSANKELUARGABERENCANADANSF^IAHTERA
KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2017 _2O2I

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk

)4

TAHUN
20202019201820t7
o,82o,260 300,331. Laju Pertumbuhan

Penduduk
to9,290/o106,38%to2,o40/o106,50%tos,t6v"2. Total Fertilitg Rate

(?FR/,zTotal Angka
Kelahiran

98,O5%99,L9%98,320/o96,650/o97,69%3. Contraceptiue
Preualence Rate (CPR)

Angla Prevalensi

Pemakaian
S1

t46,81%1o6,230/o1o9,870/04. Persentase Usia Nikah
Pertama di Bawah
Usia 2l Tahun

!20,970/oL27 ,220/ot25,690/ott4,250/o5. Persentase Pasangan
Usia Subur yang

seharusnYa ikut KB

tapi belum lB (unmet

NganjukTilrl.:n 2022
dan Keluarga Berencana KabuPaten

DINAS
KESEHATAN

RSU

NGANJUK

0

11

Tenaga

202LINDIKATOR

o,44

tt7 ,190/o

122,300/o



2.2. Bidang Pendidikan
2.2.1. Pendidikan

AngkaPartisipasiMurni(APM)salahsatutolokukurkeberhasilan
pendidikan karena dapat meningkatkan nilai indeks pendidikan yang

merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia' Angka APM di

Kabupaten Nganjuk di atas angka rata-rata APM Provinsi Jawa Timur

selama 5 tahun' belakaagan ini' Capaian indikator pembangunan di

bidang pendidikan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
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TABEL 2.13.
DATA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 202t

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian

kinerja bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS)'

Indikatorinimenunjukkanseberapabesaranakusiasekolahmenunrt
tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan

p"iy"."pL dunia pendidikan format terhadap penduduk usia sekolah'

epS ainit""g berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih

menempuh pendidikan dasar per I.OOO jumlah penduduk usia pendidikan

mendasar.

202t2020201920182017JENJANGNO.

Murni1
86,4699,2098 6595.03MI

94 4492 5797.28b. SMP MTs
Kasar2

93 65ll5 0a. SD MI
101 89150 35t49 26105 89t42.94b. SMP MTs

Putus Sekolahc
o 00o 000 00o o0a. SD MI
0 000 000 000.01b. SMP MTs

Kelulusal Sekolah4
100 oo99 751o0.00a. SD/MI

99 8949999.98b. SMP MTs
100 00100 oo100 oo100 oo93.54Melek Huruf5

7 647 637 617.34Rata-rata Lama Sekolah6

Persentase Guru KualiEkasi7
93 4599 a298 o89.38a. SD MI

roo oo91 9198 9898 6395.76b. SMP MTs

106,4863,9972.56Pendidikan Anak Usia Dini
8

0 620 612o 611o 602Indeks Pendidikan9

dt^

a. SD 98,80
96,50 78.18

104.86 LO7,34 I 1 1,18

0.0r
0,00

100,00 100,00

99,94 99,87

7,74

96,29

t20,32 aa,97

0,610
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T?,EEL2,I4.
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 -2027

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

TABEL 2.15.

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 2021

Sumber: Dinas Pendidikan lhbupaten Nganjuk Tahun 2022

Angka putus sekolah menggambarkan jumlah siswa yang tidak dapat

menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu (Drop Out) ' Angka

putus sekolah di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

ierakhir terus mengalami perbaikan. Angka putus sekolah tertinggi teiadi
pada tahun 2017. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, angka putus

sekolah tersebut berhasil ditekan hingga angka nol'

NO. DATA 2017 20ta 2079 2022

1
Jumlah Anak Sekolah

sD/Mr7 - 12
9t.852 94.O28 85.779 89.887 89.234

2 Jsrn'leh Usia 7- 12 95.318 86.821 90.612 103.203

APM SD/MI (%) 94.43 98,65 98,80 99,20 86,46

J
Jumlah Anak Sekolah

SMP/MTs 13 - 15
33.932 44.420 31,.477 35.374 39.737

4 Jumlah Usia 13 - 15 47.987 33.330 36.655 so.a29

APM SMP/MTs f/o) 79.57 96,50 78,14

NO. 2017 2078 2079 2020 2021

1
Jumlah Anak Sekolah

SD/MI
101.356 102.310 96.532 104.385 96.649

2 JumlahUsiaT-12 96.657 95.318 86.821 90.6t2 103.203

APK SD MI ) 104.86 ro7,34 1 1 1,18 115,20 93,65

J
Jumlah Anak Sekolah

49.856 49.747 55.111 51.790

4 Jumlah Usia 13 - 15 34.879 47.987 33.330 36.655 s0.829

APK SMP/MTs f/d 105,89 t49,26 150,35 101,89

NO. DATA 20t7 20 i8 20t9 20'20 202).

Jumlah Anak Sekolah

SD/MI
101.356 96.s32 94.347 96.649

IL

TABEL 2.16.

JUMLAH ANAK PUTUS SEKOI,AH DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 2021

2020

96.6s7

34.879

92,57 94,44

DATA

SMP/MTs
50.815

142.94

1 102.310
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.2.2. Perpustakaan
Banyalarya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas

yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat

pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas

penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan

mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan

pelayanan pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2Ol7-2021, Kabupaten

Nganjuk hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah Daerah'

Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut:

TABEL 2.17.

CAPAIAN KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2017 - 202r

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

PersentasejumlahpengunjungperpustakaandariTahun2ol7-2o19
mengalarni kenaikan yang signilikan dan terjadi penurunan jumlah

pengunjungditahun2020dikarenakanadanyapandemiCouid-19.Halini
berbanding terbalik dengan meningkatnya persentase buku perpustakaan

yang baik, Dinas Perpustalaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk sampai saat

ini belum memiliki Pustakawan.

2.2.3. Kepemudaan dan Olahraga
Gambaranumumkondisidaerahterkaitdenganurusankepemudaan

dan olahraga di Kabupaten Nganjuk salah satunya dapat dilihat dari
jumtah pemuda daf1 cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi

maupun nasional, sebagaimana tabel berikut:

0\.1,,

NO. DATA 2017 2018 2019 2020 202t

Jumlah anak Putus
MISekolah SD

t2 J 0 0

3
SMP MTS

50.815 49.747 49.772 51 .6 19

4
Jurnlah anak Putus

Sekolah SMP/MTs
7 0 2 0 0

TAI]IJN

20t9 2020201820t7INDIKATOR

0,05 11026,372t,731. Persentase Jumlah Pengunjung
Perpustakaan per Tahun (%)

7815,610,308,65 t2,1L2. Persentase Buku Perpustakaan yang

Baik (%)
00 0003. Jumlah Pustakawan

2 0

Jumlah Anak Sekolal 49.856

2021

8,06



TABEL 2.18.
CAPAIAN KINER.IA URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2017 _2021

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Nganjuk Tahun2022

Padatahun2o1l7-2o21indikatorkeberhasilanpembangunan
pemuda diukur deng-an indikator indeks pembangunan pemuda' Akan

ietapi, indeks tersebut sulit diukur sehingga pada perubahan RPJMD

ZOB-ZOZS ukuran keberhasilan pembangunan pemuda diubah menjadi

banyalcrya pemuda yang berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat

nasional.

2.3.

2.3.1.

Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Sosial

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang

menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh' Nilai

Koefisien Gini berkisar antara O hingga 1' Koefisien Gini bernilai 0

menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna' atau

setiap tr"rrg memiliki pendapatan yang sama' Indeks gini di Kabupaten

Nganjuk tahun 2017 sebesarO.33 dan pada tahun 2021 sebesar 0'31 hal

inI rienuniukt<an tingkat ketimpangan masyarakat Kabupaten Nganjuk

rendah dan bahkan ketimpangan semakin menurun'

,tl

20212020201820t7
INDIKATOR

1. Kegiatan Pemuda BerPrestasi

r)r)55a. Target fenis kegiatal)

r)865 8b. Realisasi (jenis kegiatan)

r)r)100c. Capaian kinerja (%)

2. Cabang Olahraga Berprestasi

16121022a. Target fienis olah raga)

76138b. Realisasi fenis olah raga)

100100130400100Capaian kinetja ('/o)c

3. Persentase Organisasi Kepemudaan

yang Aktif
86797ta. Target (o/o\

87,581,2575b. Realisasi (o%)

to2,85105,64c. Capaian kinerja (%)

- 15-

TAHUN

2019

r)

160 r)

2 T2

101,74
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GRAFIK 2.3.

INDEKS GINI KABUPATEN NGANJUK DAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2017 -202r

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Ta}run 2022

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial

rnasyarakat salah satunya adalah keberadaan sarana sosial dan PMKS

(penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). capaian kinerja urusan

sosial tersaji sebagai berikut:

TAE}EL 2.19.
CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL

DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2O2O - 2021

TAIIUN
2021

241.7 44

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Penanganan Pemerlu Pelayalan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada

tahun 2020 mencapai gg.4g8 orang kemudian mengalami peningtatan

pada tahun 2021 menjadi 241.744 orang. Dari kineda penanganan PPKS

tersebut telah berhasil menurunkan jumlah PPKS sebesar 0,3 persen pada

tahun 2020 dan 0,4 persen pada tahun 2O2l ' Tingginya capaian

penanganan PPKS ini merupakan hasil kolatrorasi program dan kegiatan

Dinas sosial dengan Potensi dan sumber Kesejahteraan sosial (PSKS)

yang aktif di KabuPaten Nganjuk.

0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

o.2

0.15

0.1

o.o5

0

r Nganjuk
.r Nasional
rJawaTimur

2017
0.33
0.39
0.39

2018
0.31
0.38
o.37

20t9
o.42
0.38
o.37

2020
o.34
0.38
o.37

202t
0.31
0.38
o.37

2020INDIKATOR

99.608
99.498

Jumlah PMKS PPKS

Jumlah PMKS PPKS
0 4o/o0 T/"Persentase PMKS PPKS menurun

91 47o/o78 6IYoPersentase PSKS Aktif

u

dan Perlindungan Anak

243.536
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2,3.2. Pemberdayaan Perempual dan Perlindungan Anak

TABEL 2.20.

JUMLAH KRIMINALITAS DI KABUPATEN NGANJUK MENURUT

JENIS KELAMIN TAHUN 2021

JENIS KELAMIN

Sumber: Polres Nganjuk Tahvn 2022

Bentuk-bentukkekerasanyangberbasisgendermenjadibeberapa
agenda Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Permasalahan berbasis gender

afan merugikan perkembangan lisik maupun non fisik terhadap korban

dalam mencapai generasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul'

Pencapaian SDM unggul menjadi prioritas nasional' Sehingga

p"rrrr^".1"h.r, berbasis gender harus segera ditekan hingga tanpa kasus'

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama

dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada

p".J-p.,* dan anak diantaranya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

bhayangkara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres

Nganjuk-, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)' Lembaga

eJrlinaungan Anak (LPA), dan Women Cnsis Center (WCC| Beberapa

kasus kriminal yang terselesaikan pada tahun 2O2O dan 2021 seperti

pada tabel berikut:

PLJENIS KRIMINALNO

0kan1

040PemberatanPencurian,
72Aan3
8Bunuh Diri4
05 Pencabulan
0t76

167 Penemuaan
08 Pencurian Biasa
o9
0t410 KekerasanPencurian
ol4Pencurian
o13Pen
1913 Pencurian Kendaraan Elermotor
09Kekerasaan dalam Rumah T
0615 arnataahatan
0516 Berat
o,t7
t9244Jumla-h

)r,

72

2l
18

Periudian

16

16

1l
t2

Peneaniayaan
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TABE,L2.21.
JUMLAH KRIMINALITAS DI KABUPATEN NGANJUK MENURUT

JENIS KRIMINAL TAHUN 2O2O _ 2O2I

Sumber: Polres Nganjuk Tal:r:r: 2022

2.4. Bidang Ekonomi
tnditator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di

bidalg fendidikan, kesehatan dan ekonomi' Selain dari itu kesejahteraan

*""yJr"k"t juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan'

pengangguran dan kemiskinan.' -anfta 
IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol7-2O21 terus mengalami

kenaikan. IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol7 dengan nilai 70'69 pada

DISELESAIKANDILAPORKAN
202720212020JENIS KRIMINALNO.

0101Palsu Materai1
1013Pemalsuan Surat2
1I1 1J Perzinahal
t72t152lPermainan Judi udian4

0 0I0Perbuatan Tidak Men5
00 11Pembunuhan

915l4
56Berat8

t2i817Pencurian Biasa9
224954PemberatanPencurian10

t211KekerasanPencurian11
102563Curanmort2
5115543513 Pen
31032074 Premanisme

o12Pemerasan dan15
254I16

353759PerbuatanPenit7
1610 J11Halcurkan Merusak
0101Penadahanl9
4l2323Anak20
8662t PKDRT
1I1PTPPO22
4c6camHandak23
149161024
0I05Fidusia25
00oc

26 Pemalsuan Produk Merk
0oU427 PalsuM ual Produk
11cJITE2a
1030UU Pokok29
001030

01oKeracunan31
311393371Jumlah

M

2020

6
10

l4

JI

513

13

85

18

42
8
I

1

192
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GRAFIK 2.4.

PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWATIMUR DAN NASIONAL

TAHUN 20t7 -2021

Sumber: BPS Provinsi Javta Trrrnt 2022

Tahun 2O2l IPM Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi sebesar 71'97'

Peningkatan IPM yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa program

pembtgu.ran yang dilaksanakan berdampak positif bagi peningkatan

kesej altteraan masYarakat.

Komponen IPM dengan metode penghitungan baru terdiri dari 3 aspek

yang diukur dengan + indikator. Aspek dan indikator tersebut adalah aspek
-t 

"""-t "t 
rr yang diukur dengan Angka Harapan Hidup' aspek pendidikan

yang diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah'

i* ""p"t 
ekonomi yang diukur dengan Pengeluaran Perkapita Tahun yang

Disesuaikan.MetodeiniberdampakpadarevisinilailPMsetiapdaerahbaik
Kabupaten/ Kota mauPun Provinsi'

errgt Ipftf Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2017 selalu di atas Angka

IPM rata-rata Provinsi Jawa iimur' Nilai IPM Tahun 2O17 adalah sebesar

70,69 diatas nilai rata rata IPM Provinsi Jawa Timur yaTir 70,27 ' Capaian

nilai IPM tahun 2021 Kabupaten Nganjuk berada dibawah nilai IPM Jawa

Timur, nilai IPM Kabupaten Nganjuk sebesar 7l'97 dan Provinsi Jawa

Timur yaitu sebesar 72,14.
Secara agregat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun2017

hingga tuft rt ZOZL lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan

i"t ii *."if, renda-h jiu JiUanaingkan dengan pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2OL7 -2021 (lihat grafik 2'5):

-

iiiiilrrllrtttttrrttttttxllllllllllllllttll 70.27
lili;::ii:;:ii,:;ii,;,;:;::i:::::::i::::::::::::::::i ii:'.:'.:' 7o-6e
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GRAFIK 2.5.
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI

JAWA TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2077 - 2021 (PERSEN)

2027

ffi4
2019

20r8

2017

1-3 -2

20t7
5.07
5.45
5.26

o 1 2 3

2020
-2.O7

-2.39
-1.71

4 5

2027
3.69
3.57
3.61

6

't Nasional
rJawa Timur
E Nganjuk

2018
5. r7
5.34
5.38

2019
5.O2

5.18
5.36

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

GRAFIK 2.6.
TINGKAT INFLASI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR

DAN NASIONAL TAHUN 2016.2O2O

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi nilai total
pendapatan regional dengan jumlah penduduk rata-rata tengah tahun.
Tinggr rendahnya perkapita. merupakan gambaran kasar tingkat
perekonomian daera-h dan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Nilai
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t Nganjuk
'r Jawa Timur
tr Nasional

2016
4.87
2.74
3.O2

20t7
.)

4.O4

3.61

2018
3.49
2.46
3.13

2079
2.O7

2.t2
2.72

2020
1.55
t.44
1.68

I

t!

Statistik empiris menunjukkan perekonomian di Kabupaten Nganjuk
masih cukup baik dalam lima tahun terakhir walaupun inflasi naik turun
tetapi tidak sampai mengurangi kemampuan daya beli masyarakat karena
nilai pertumbuhan masih lebih tinggi dari inflasi. Sejak tahun 2Ol7 ttngkat
inflasi Kabupaten Nganjuk sedikit diatas rata rata inflasi Jawa Timur,
tetapi lebih rendah dari rata rata inflasi nasional.
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pendapatan perkapita ini pada umumnya didasarkan atas pendapatan

regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan

perkapita Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2O|7-2O2L baik yang di hitung
atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku digambargan

pada grafik 2.7 berikut.

GRAFIK 2.7.
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK

KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 - 2O2t (DALAM RIBUAN)

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2L

2.5. Bidang Ketenagakerj aan
Salahsatuukurankeberhasilankinerjasuatudaerahdalamhal

penanganan peng€ulgguran bila diamati dari sisi ketenagake{aan adalah

i""g"rr melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)'

Perkembangan TPT di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada grafik 2'8'

GRAFIK 2.8.

PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

DI KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2017 _2O2I
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TAB.EL2.22.
PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3 DAN JAMSOSTEK

DI KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2017 -2O2I

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Tahun 2022

Untuk diketahui junlah perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk

trendnya terus mengalami kenaikan pada tahun 2C17 sampai dengan

tahun 2021. Tahun 2017 jumlah perusahaan sebarryak 35o perusahaan.
pada tahun 2021, jumlah tersebut terus meningkat sehingga menjadi 361

perusahaan. Sedangkan, untuk capaian kinerja atas perusahaan yang

menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jamsostek

capaiannya tebih flukrr.ratif disetiap tahunnya.

TABE,L2.23.
DATA KETENAGAKER.IAAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 20t7 - 202t

N

NO. DATA 20t9 2027

1 Jumlah Perusahaan 350 353 355 358 361

Jumlah Perusahaan MeneraPkan

Jamsostek
366 341 346 352 357

J
Persentase Kepatuhan Perusahaan

terhadap Norma Jottrsostek (7o)
96,85 97.70 98.5s 99,s5

TAHUN
2020 202t20t920182017

URAIAN

515.053525.488540.021550.213487.a99Penduduk 15 Tahun
Keatas yang Bekerja

1.226691 3.347814

6l o465 7566 6762 67 91TPAK

Peningkatan kesejahteraan di bidang ketenagakerjaan yang

dilaksanakan pada Tahun 2Ot7 - 2021 difokuskan pada peningkatan

kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang
ketenagake{aan. I^angkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian
terhadap hak-hak buruh agar dapat diperoleh sebagaimana mestinya'
Kebijakan yang diambil diantaranya:
a. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap Norma Jamsostek;

dan
b. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan Norma

Kesehatan dan keselamatan kerja.
Kedua hal tersebut menjadi sangat penting untuk lebih meningkatkan

kepedulian perusahaan terkait dengan jaminan kesehatan pekerja dan

pengurangan kecelakaan kerja'

(Jiwa)

Pencari Kerja yang

ditempatkan Menurut
Pendidikan (Jiwa)

3.723

2017 20t8 2020

99.40
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Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
Tahun 2022

TABE,L2.24.
DATA PILAH MENURUT,PEKERJAAN KAEIUPATEN NGANJUK

rAHUN 2021

NO. PEKERJAAN
JEMS KELAMIN

PEREMPUAN LAKI-LAKI

1 Belum Tida-k a to8.626 t20.o79

2 M s Rumah 209.725

J 83.271 92.950

4 Pensiunan 2.381 4.160

5 5.226

Tentara Nasional Indonesia t4 1.91 1

7 Kepolisian RI 81 t.429

8 2.363

9 31.792 a3.745

10 Peternak 57 t75
11 N Perikanan 24 49

12 Lrdustri 32 90

13 Koostruksi 15 r22

l4 Ttansportasi l0
15 Karyawan Swasta 34.589 a3.324

16 279 1.o72

17 BUMD 55 103

1.064 1. 109

Buruh Harian 2.933 7.610

20 Buruh Tani Perkebunan 9.859 21.244

2l Buruh N 18 37

22 Buruh Peternakan 43 85

23 Pembantu Rumah 472 16

24 Cukur o 57

25 Tukan Listrik o 85

26 Ttrkang Batu t r.270

27 o

2a I 20

29 o 205

30 Tukarl Jahit 308 153

31 o 12

32 110 5

33 Penata Busana 9 3

Penata Ra.mbut 30 15

35 Mekanik 1

36 Seniman 18 86

37 Tabib t7

38 P in 13

39 2

pr"

0

Pelaiar Mahasiswa

Pesav'rai Neeeri Sipil 6.455

6

Perdagangan 1.841

Petani Pekebun

202

Karyawan BUMN

18 Karyawan Honorer

19

Perikanan

I\:kane Kayu 898

T\rkane Sol SFr,rqhr

Tukane Las Pandai Besi

Tukans Giei
Penata Rias

34
349

4

5

Perancang Busana
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NO. PEKER.JAAN
JENIS KELAMIN

PEREMPUAN

40 Penteriemah J

4t Imar" Mesjid 0 51

42 Pendeta 0 54

Pastor o 1

44 Wartawan 10 40

45 Ustadz Mubaligln 18 109

46 Juru Masak 47 6

47 Promotor Acara o U

48 I
49 ta DPD 2

50 BPK I U

51 Presiden o o

52 Wakil Presiden o 0

53 Mahkamah o 0

54 ta Kabinet Kementerian 0 0

55 Duta Besar 1 o

Gubemur o 0

Wakil Gubernur 0 0

58 Bupati 0 1

59 0 0

60 0

61 Wakil Walikota 0

DPRP Provinsi 0 1

5 oo

64 Dosen 177 t73

65 Guru 5.230 2.306

66 zuot 0 2

67 4 38

68 Notaris 7 5

69 Arsitek J l4
70 Akuntan

Konsultan

o 2

3 267L

72 Dokter r39 109

73 Bidan 686

74 Perawat 525 274

75 teker 51 10

76 , c

Pen Televisi o 2

Radio 8 8

Pelaut I t94

80 Peneliti 5 5

81 3 2.O25

82 o

Paranormal 2 25

84 3.633 4.OO4

85 Peran Desa t92

il^.

LAKI-LAKI

0

43

Anssota DPRzu 1

1

Angsota

56
57

Wakil Bupati
Walikota 0

o

62
63 Anssota DPRD Ikb/Kota

Pengacra

o

Psikiater

7a Penyiar
79

Sopir
Pialans 2

83

Pedasans
2.OO3



-25-

NO. PEKER.IAAN
JENIS KELAMIN

PEREMPUAN

86 Kepala Desa 24 2t6
Biarawan Biarawati I 0

88 Wiraswasta 45.4t4 727.899

89 Lainnya 50 t28
Jumlah Total 549.536 571.28,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nganjuk 2022

2.6. Bidang Infrastrulrttrr
Kondisi fasilitas wilayah/ infrastruktur mempengaruhi daya saing

daerah. Pembangunan infrastruktur tidak boleh menurunkan kualitas
lingkungan. OIeh karena itu perlu pemenuhan infrastruktur yang
berwawasan tingkungan yaitu pembangunan infrastruktur/ pengembangan
witayah dengan tetap menjaga kelestarian a1am.

Fasilitas wilayah ini antara lain: ketersediaan perbankan, ketersediaan
air bersih, ketersediaan listrik, akses telekomunikasi, serta jalan dan
jembatan. Kondisi fasilitas wilayah / infrastruktur di Kabupaten Nganjuk
fisik digambarkan sebagai berikut:

TABE,L2.25.
FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2019 -2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
Tahtrr 2022

TAHUN

2019 2020 2021

1 Kondisi ialan Kabupaten (I(m) 1.153,482 1.153,482 L.153,442

a. Kondisi Mantap a73,440 9a2,923 1.004,358

b. Rusak 596,459 170,559 149,124
.) Kondisi Jembatan (m) 661 661 661

a. Baik 564 584 356

b. Rusak Ringan 97 77 284

c. Rusak Berat 2t
3 Waduk Besar (Jumlah)

a. Bendung/Dam (Jumlah) r23 r23 123

b. Embung (Jumlah)

4
Ketaatan terhadap RTRW

(berdasarkan permohonan izin
pemarrfaatan ruang) (%)

80,r6 81,36 8t,44

5 Luas wilayah lndustri (Ha) 4t,728 26,940

6 Luas wilayah permukimal (Hal 4,45 26,269 37,742

tk

LAKI-LAKI

87

Berdasarkan data di atas, infrastruktur jalan dalam kondisi mantap
menunjukkan peningkatan dari panjang 873,440 Km pada tahun 2019
menjadi 1.OO4,358 Km pada tahun 2O21. Jalan dalam kondisi rusak pada

NO. INDIKATOR
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tabel berikut:

TABE,L2.26.

CAPAIAN KINER.IA URUSAN PERUMAHAN DI KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2OI7 _2O2L

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk2022

tahun 2019 sepanjang 596,459 Km berkurang menjadi 149'124 I(m' jalan

dalam kondisi rusak berat terus mengalami penurunan disetiap tahunnya'

Kerusakan jalan disebabkan banyaknya jalan yang dilalui kendaraan

angkutan material proyek-proyek di Kabupaten Nganjuk' Jembatan di

Kaf,upaten Nganjuk dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari

tahun 2019 sepanjang 564 m hingga 2O2l menjadi 356 m' Sama halnya

i*g." jembatan tot ai"i rusak ringan juga terus mengalami penurunan'

hirrig" tia"t "a" 
jembatan rusak berat di tahun 2Ol9.2O21' Sedangkan

t.^I*iuy"t, industri, luas wilayah permukiman, luas wilayah perkotaan

terus meningkat disetiap tahunnya' Untuk data capaian kinerja tahun

2016 dan 2017 menggunakan indikator kinerja lain'

Capaian kinerja urusan perumahan yang terdiri dari pemenuhan air

bersih,' pelayanan drainase, pemenuhan rumah layak huni' dan

pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan perumahan yang dijelaskan pada

Pelaksanaan Program dan kegiatan urusan perumahan di tahun 2021

telah meningkatkan p"'"""tt""- penduduk perkotaan dan pedesaan

mendapatJ<an pelayanan eir bersih dengan sistem perpipaan dan non

perpipaan sebanyak l!9,78o/o' Persentase ketersediaan drainase

lingkungan sebesar gS,oio/o, P"r"""t""t rumah layak huni sebesar 93 
'680/o'

dan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan sebesar 95'96 pada tahun

2021.

Bidang Politik
Data Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat

digambarkan sebagai berikut:

TAHUN
2021202020192017URALq,NNO.

ttg,78
(piPa+

non)

toa,29
(piPa +

non)

106,61

ftriPa +

non)
101,35

Persentase penduduk perkotaan dan

pedesaan mendaPatkan PelaYanan

Air bersih dengan sistem perpipaanI

at,2r91, 1095,O2105,99loo,24
Persentase Sistem Air Limbah Skala

Rumah
Komunitas Kawasan Kota

2

89,O288,1189,19101,14LO2,06Persentase Pemenuhan Drainase
J

9s,9696,r497,4397,93Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Jalan
95,8998,09110,45101,07Persentase Ketersediaan Rumah

Huni5

2.7.

2018

100,o8

97,8964

93,68

AA
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TABEI2.27.
DATA APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Nganjuk 2022

GRAFIK 2.9.
JUMI,AH ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK

MENURUT PARTAI POLITIK DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

Perempuan,9,
180/"

Laki-I,aki,41,
82o/o

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun2O22

Berdasarkan Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa peran
perempuan dalam perpolitikan masih sedikit yang berjumlah l8o/o'

daripada kaum laki-laki yang lebih mendomimasi (82%)'

TABE,L2.28.
JUMI.AH ANGGOTA BPD KABUPATEN NGANJUK MENURUTJENIS KELAMIN

TAHUN 2021

NO. KECAMATAN LAKI - I,AKI PEREMPUAN

1 Sawahan 47 18

2 Ngetos 46 19

3 Berbek 101

4 l,oceret 123 26

5 Pace 100 22

NO. PENDIDIKAN I,AKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 SD 88 27 115

2 SMP 108 26 134

SMA 640 246 886

4 DIPLOMA 300 oo? t223
5 SARJANA (S.U 2317 3514 5831

6 SAR.IANA (S-2) 326 259 585

7 SAR^IANA (S-3) 4 4

JUMLAH 3783 4995 a778

il'

-Perempuan rl€ki-Laki
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NO. KECAMATAN LAKI - LAKI PEREMPUAN

6 Taniunganom 18

7 Pra:rrbon 90 2A

8 Nsonggot 91 20

9 Patianrowo 70 9

10 Kertosono 70 19

11 Baron 67 18

t2 Gondang 82 29

13 Sukomoro 52 16

t4 Nganiuk I .)

15 Bagor 95 27

16 Wilarrgan 43

L7 Rqioso t17 31

18 Nsluw 7

19 Lengkong 20

20 Jatikalen t4
Total 1429 374

sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun

2022

ll,

90

7

25
68
43
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BAB III
ISU GENDER

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Nganjuk berada diatas

Jawa Timur dan dibawah Nasional, meskipun tiap tahun mengalami kenaikan'

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah

satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di

Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata antala perempuan

jauh lebih kecit dari laki-taki serta partisipasi perempuan dalam lembaga

parlemen/ DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih

k r."rrg. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,26,

sedanlkan pada Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, menunjukkan kenaikan

sebesar r.+5 poin pada tahun 202o sebesar 69.90 dibandingkan tahun 2019

sebesar 68.45.

3.1. PermasalahanGender
3. 1. 1. Isu Gender Bidang Kesehatan meliputi:

Berikut ada 6 isu gender dalam bidang kesehatan, antara lain:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi

(AKB);

2. Penanganan Stunting dan Gizi Buruk;
3. Pencegahan Penularan HIV AIDS;

4. Pencegahan/ Penanganan TB;

5. Pendewasaan usia Perkawinan Pertama/ Pencegahan Perkawinan

Anak;
6. Pembangunan Fasilitas Kesehatan yang Ramah Anak dan Disabilitas.

Permasalahan ini diatasi dengan 7 program yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya

o

o

Kesehatan MasYarakat (UKM).

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. 
- 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Kewenangan Daerah;
b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah;
c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara

Terintegrasi.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan'

Xefatan yang bisa dilaksanakal adalah Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tingkat Daerah.
erogram Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan

Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

b.PemberianSertilikatProduksiuntukSaranaProduksiAlat
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga;

il^.
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c. Penerbitan Sertihkat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran

dan Depot Air Minum (DAM).

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a'PelaksanaanSehatdalamRangkaPromotifPreventifTingkat
Daerah;

b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)'

Kegiataa yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

(PKB/PLKB);
c. eengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan

dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB'

6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

(XSi. fegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pelaksanaan

Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan

Ke sej ahteraan Keluarga.

3.1.2. Isu Gender Bidang Ekonomi meliputi:
Berikut ada 5 isu gender dalam bidang ekonomi, antara lain:

1. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi;

2. Meningkatkan Jumlah Pengusaha UMKM;

3. Meningkatkan Kemandirian Perempuan Secara Ekonomi;

4. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;

5. M engembangkan Ekonomi Ifteatif'

Permasalahan ini diatasi melalui progrElm Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi'

fegiatan VLg bisa dilaksanakan adalah Pemeriksaan dan

Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam

Kopirasi Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah'

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam

Daerah.
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemberdayaan dan

Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah'

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil' dan Usaha

Mikro.

ll'.
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Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemberdayaan Usaha Mikro

yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para

Pemangku KePentingan.
5. Program Pengembangan UMKM'

KegiatanyangbisadilaksanakanadalahPengembanganUsahaMikro
dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil'

6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaal'
Kegiatan yang bisa dilaksanalan adalah Penerbitan Izin Pengelolaan

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan'

7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengendalian Harga dan

Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditingkat Pasar

Daerah.
8. Program Pengembangan EksPor.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Promosi

Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk

Ekspor Unggulan yang terdapat pada I Daerah.
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri. Kegiatan

yang bisa dilaksanakan adalah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan

Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri.

10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
1. 1. Program Pengembangan Kebudayaan.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam

Daerah;
b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya

dalam Daerah.
12. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

Kegiatan yang bisa dilalsanakan adalah Pembinaan Kesenian yang

Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.
13. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. Pengelolaan DaYa Tarik Wisata;
b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

14. Program Pemasaran Pariwisata.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pemasaran Pariwisata

Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis

Pariwisata.
15. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan

Perlindungan Hak Kekayaan Intelekhral.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyediaan Prasarana (Zona

Kreatif/ Ruang IGeatif/ Kabupaten Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,

Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Ifteatif di Daerah.

16. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

lb
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Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pelaksanaan Peningkatan

Ikpasitas sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar.

3.1.3. Isu Gender Bidang Ketenagakerjaan meliputi:
Berikut ada 5 isu gender dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain:

1. Meningkatkan Investasi yang dapat Meningkatkan Ekonomi secara

Signifikan;
2. Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Itlikro dan Koperasi;

3. Melakukan Kerjasama dengan Perusahaan untuk Bursa Ke{a yang

Inklusif;
4. Memberikan Latihan Ketrampilan Ke{a;
5. Perlindungan Tenaga Kerja.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:
1. Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. Pelal<sanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
b. Pembinaan kmbaga Pelatihan Kerja Swasta.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja.
Kegiatan yalg bisa dilaksanakan adalah:
a. Pelayanan Antar Ke{a di Daerah;
b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah.

3. Program Hubungan Industrial.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Ke{a, dan
Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah.

3. 1.4. Isu Gender di Bidang Politik meliputi:
Berikut ada 5 isu gender dalam bidang politik, antara lain:
1. Peningkatan Peran Perempuan dalam Ormas maupun Organisasi

Politik;
2. Mening!<atkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
3. Meningkatkan Pendidikan Bela Negara;
4. Meningkatkan Kerjasama antar l€mbaga;
5. Meningkatkan Kerukunan Masyarakat Serta antar Umat Beragama

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Kara-kter Kebangsaan.

Kegiatan yang bisa dilaksanakal adalah Perumusan Kebijakan

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ldeologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politjk dan Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
Politik.

l)l
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Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Perumusan Kebijakan

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik'

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik di Daeralt.
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi' Sosial

dan Budaya.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Perumusan Kebijakan

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ketahanan

Ekonomi, Sosial dan BudaYa.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

dalam I (satu) Daerah;
b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten'

Program Dukungan Pelaksanaan T\rgas dan Fungsi DPRD'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Peningkatan KaPasitas DPRD;

b. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat'

Program Kepegawaian Daerah.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Kegiatan Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN'

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia'
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Kegratan Pengembangan

Kompetensi Teknis.

N^.

3.

3.1.5. Isu Gender di Bidang Pendidikan meliputi :

Berikut ada 6 isu gender dalam bidang pendidikan, antara lain:

1. Meningkatkan Rata-Rata Lama sekolah;

2. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah;

3. Meningkatkan Sarana Prasarana Sekolah;

4. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan;

5. Meningkatkan Kualitas Lulusan;
6. Pembangunan Sekolah Ramah Anak'

permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan'
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan'
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan'

Kegiatan yang bisa dilaksanakal adalah Pemerataan Kuantitas dan

Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan fqgi Satuan Pendidikan

Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan'
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Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pembinaan, Pengembangan

dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam

Daerah.
Program Pembinaan Perpustakaan.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. PengeloLaan Perpustakaan Tingkat Daerah;

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah'

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan'

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan'

Kegiatan yang bisa dilalsanakan adalah:

a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada

Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah;

b. Penyelenggaraan Kejuaraaa Olahraga Tingkat Daerah;

c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga'

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Kegiatan yang bisa dilaksanakan ada-lah Pembinaan dan

Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Isu Gender di Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat meliputi:

Berikut ada 6 isu gender dalam bidang sosial dan kesejahteraan

masyarakat, antara lain:
1. M eningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender;

3. Penanganan Kemiskinan dan PMKS;

4. Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;

5. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

6. Penanganan dan Pembinaan Disabilitas.

Permasalahan ini diatasi melalui program Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Frogram Rehabilitasi Sosial'
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar,LanjutUsiaTerlantar,sertaGelandanganPengemisdi
Luar Panti Sosial;

b.RehabilitasiSosialPenyandangMasalahKesejahteraanSosial
(PMKS) Iainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAIZA di Luar

Panti Sosial.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. PemeliharaanAnak-AnakTerlantar;
b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah'

3. Program Penanganan Bencana.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap

Kesiapsiagaan Bencana.

5
6
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Program PemberdaYaan Sosial.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;

b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah'

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada kmbaga

Pemerintah Kewenangan Daerah;

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik' Hukum' Sosial' dan

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Daerah;

c. Penguatan dan Pengembangan kmbaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Daerah'

Program Peninglatan Kualitas Keluarga'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. 
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah

Daerah;
b. Penguatan dan Pengembangan l'embaga Penyedia Layanan

nentgkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan

Gender dan Hak Anak yang Wilayah Ke{anya dalam Daerah;

c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan

Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah'

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak'

fejatan yur! Ui"" dilaksanakan adalah Pengumpulan' Pengolahan

An"atisis ian ienyaiian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan

Data di Tingkat Daerah.
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. 
- 

Pelembalaan PHA pada Lembaga Pemerintah' Non Pemerintah

dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah;

b. Penguatan dan Pengembangan kmbaga Penyedia Layanan

Penlngkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah'

Program Perlindungan Khusus Anak'

Kegiatan yang bisa dilalsanakan adalah:

a. 
- 

eenctgahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para

F'ihak LingkuP Daerah;

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

fhusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah;

c. Penguatan dan Pengembangan Lrmbaga Penyedia Layanan bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah'

10. Program Perlindungan Perempuan'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. 
- 

eenclgahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah;

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan;

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah'

6

7

8

9

b



-36-

3.1.7. Isu Gender di Bidang Infrastruktur meliputi:
Berikutada5isugenderdalambidanginfrastruktrrr,antaralain:
1. Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Konektivitas Antar

Wilayah;
2. Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pengendalian Banjir;

3.PembangunanGedungGedungPemerintahdanFasilitasUmumyang
Ramah Anak;

4. Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup;
5.PenangananLingkunganKumuhdanPerbaikanRumahTidakLayak

Huni.

Permasalahan ini diatasi melalui progrElm Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah'

2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Regional.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengembangan Sistem dan

Pengelolaan Persampahan di Daerah'
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah'

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan

Sungai dalam Daerah.
5. Program Penataan Bangunan Gedung.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Bangunan

Gedung di Wilayah Daerah, Pemberian Izin Mendirikan Gedung

Bangunan (IMB) dan Sertifrkat la'ik Fungsi Bangunan'

6. Frogram Penataan Bangunan dan Lingkungannya'
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Penataan

Bangunan dan Lingkungannya di Daerah.

7. Program Penyelenggaraan Jalan.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Jalan'

8. Program Pengembangan Perumahan.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

atau Relokasi Program Daerah;
b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Daerah.
9. Program Kawasan Permukiman.

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:
a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;

b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan

Luas di Bawah 10 (sePuluh) Ha.

tl



3.3. Isu Gender

-37-

Dariberbagaimacalnpermasalahantersebutdiatas,didapatkanisu
gender yang utama adalah Penurunan kemiskinan' Isu penurunan

femiskinan,- ditangani melalui program-program penanggulangan dan

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk' Program ini dimaksudkan

L.rtlt *".rit gkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi

lembaga-lemblga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam

memfrbaiki nasibnya. Program-program pengentasan kemiskinan

dilaksanakan melalui dua cara yaitu: a. mengurangi beban biaya bagi

Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya: biaya pendidikan' biaya

kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa sebagainya; b'

meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan hampir miskin

a"rrgai jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif' usaha ekonomi'

"ti-.rfuo 
modal kerja/usaha, pasar desa dan kegiatan pemberdayaan

ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna'

\

10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh'

fejatan yang bisa dilaksanakan adalah Pencegahan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah'

11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)'

feiatan yang bisa dilaksanakan adalah Urusan Penyelenggaraan

PSU Perumahan.
12. Program Perencanaan Lingkungan Hidup'

Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a.RencanaPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup
(RPPLH) Daerah;

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Daerah.
13. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan

Hidup.
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah:

a. 
- Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan

HiduP Daerah;
b. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Daerah.
14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat'
Kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah Penyelenggaraan

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Le mbaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah'



4.L. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi dan status

a.ntarap","*p."oda:rrlaki-lakiyangdipengaruhiolehrelasisosial,budaya
dan struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan gender seringkali

menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya seseorang tidak

mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena

perempuan/lakilaki, dan bukan karena kemampuan yang dimiliki' Untuk

mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun

200O, menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan

kesetaraan g".d"t dalam pembangunan' PUG merupakan strategi yang

mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari

proses perencaJlaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dal

"r"t 
r".i seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan' PUG

ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan'

yut g t"Uih adil dan merata. Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan

iip"-t rftit y. tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan' kelembagaan'

sumber daya, data, alat analisis dan partisipasi masyarakat'
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BAB TV

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

TABEL 4.1.

PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER

d.u

KETERANGANPRASYARATPUGNO.
Adanya komitrnen
misalnya komitmen
Renstra

dan kepemimPinan lembaga,

tertuang dalam RPJMD dan
politik

yarrg
Komitmen1

Adanya kerang!<a kebijakan sebagai wujud konitmen

pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan

gender di berbagai bidang pembangunan (kebijakan'

u uknis dll

Kebij akart2

Kelembagaan Adanya strulrtur dan mekanisme pemerintah yang

mendukung pelaksanaan PUG seperti Polga PUG 
' foeal point'

Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: Sumber

Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan'

ketrampilan analisis gender. Sumber dana yang memadai

forum dan tim

PUG dan ARGuntuk

Daya
dalSumber DaYa4

Ada alat analisis, untuk perencanaan, penganggaran' serta

dan evaluasi
Alat Analisis

Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut

kelamin

Jerus6

Adanya dorongan masyarakat madani kepada p

PUGdalam

emerintahPartisipasi
M

7

J

5

Data TerPilah



-39-

Berdasarkan tujuh prasayarat pengarusutamaan gender tersebut di

atas, untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dapat diielaskan sebagai

berikut:
1. Komitmen-Komitmen Bupati Nganjuk dalam melaksanakan

Pengarusutamaan PUG dilaksanakan dengan strategi meningkatkan
peran, akses, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam

pembangunan. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara

lain:
a. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG);

b. Penguatan kelembagaan PUG;

c. Penyusunan dan pengembangan data terpilah melalui
pengembangan telmologi informasi dan komunikasi; dan

d. Pengembangan statistik gender.

Adapun komitmen Pemerintah Daerah yang terkait gender, disabilitas,

kelompok marginal dan rentan, terdapat pada aturan berikut:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pengarusutamaan Gender; dan

b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2O20 tentang Pedoman

Pembentukan Tim Penanggulangal Kemiskinan Kecamatan dan

Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk.

selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses

perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan,

yaitu:
a. Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk yang

Efektif. Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang

efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran' Hal ini dapat

dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang

terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan

yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat

p"*U"t grrt.t adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan

iui.l-tuti, t"tompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia;

dan
b. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat

(Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho) dalam rumusan Visi

i<.Urput"r, Nganjuk tersebut mengandung makna bahwa

pembangunan Kabupaten Nganjuk ditujukan untuk mewujudkan

i<"Urp"t"t Nganjuk yang maju. Kemajuan juga dicerminkan dari

meningkatnya kesejahteraan sosial yakni pendidikan yang

""*.kit 
maju, derqjat kesehatan yang semakin tinggi' Kabupaten

Nganjuk yang maju dicerminkan dari kondisi terpenuhinya

layanan infrastruktur dasar yang berkualitas serta tata kelola

pemerintahan daerah yang maju dengan penerapan smart

lovernment yakni serangkaian sistem elektronik yang didukung

teknologiinformasigunameningkatkankinerjabirokrasiserta
mewujudkan pelayanan public yang berkualitas'

[^
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c Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Gender di Kabupaten Nganjuk,

tergambar dengan jelas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2Ol8-2O23.
Kelembagaan-Kelembagaan PUG di Kabupaten Nganjuk ditandai
dengan adanya:
a. Tim Driuer Kabupaten, yarlg merupakan Tim Penggerak

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk;

b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender KabuPaten Nganjuk;
c. Focal Point PUG, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah; dan

d. Fasilitator PUG, yang merupakan seseorang yang memiliki

kemampuan r:ntuk memfasilitasi, atau membantu percepatan

pelaksanaan PUG di Kabupaten Nganjuk.
Ctnmpion Kabupaten Nganjuk memiliki Gender Clnmpion, yartg

merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang baik itu
pribadi atau pejabat, alrtivis LSM atau tokoh masyarakat yang peduli'

Ini terkait dengan perkembangan dan kemajuan Pengarusutamaan

Gender(PUG)'Selainitujugamendorongataumemberikankontribusi
untuk pencapaian kesetaraan gender di daerah'

Alat analisis gender yang digunakan oleh Kabupaten Nganjuk adalah

Gender Analisrls Patfuaag (GAP). Kegiatan yang telah dianalisis

kemudian dituangkan dalam GBS untuk dialokasikan anggarannya

dan dilampirkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah. Dengan demikian analisis gender telah direspon dengan

sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi'

Xegiatan yang telah merespon isu gender harus dimonitoring dan

dievaluasi pelaksanaannya, apakah telah sesuai sebagaimana tujuan

yang diharapkan unhrk mengurangi kesenjangan gender' karena

anggaran responsif gender bekerja dengan menelaah dampak yang

te4adi, apakah anggaran yang telah dialokasikan memberikan dampak

sebagaimana yang diharaPkan.
Oad Terpilah sebagai upaya Percepatan pembangunan responsif

gender, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan

irengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah' Data terpilah

luga-suaan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

t t.t e.tgaf, Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun' 2Ol8-2O23'

Partisipasi MasYarakat
Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan

pelaksanaan pengarusutamaan gender, salah satunya dapat berupa

p"r,"egaha. tekerasan terhadap perempuan dan anak' dengan

L"r"tut ' sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan

ierhadap p"."*pr* dan anak serta penyediaan media komunikasi'

informasi dan edukasi tentang pencegahaan kekerasan terhadap

perempuan dan anak di keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan

drr, *ut g-toang publik, dan melaporkan kepada pihak berwenang

jika terjadi Pelanggaran hak-hak peremPuan dan anak'

4

5
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Se1ain itu, ikut serta aktif dalam tahapan proses perencanaan

pembangunan di kabuPaten.

4.2. Penguatan Kelembagaan PUG di Daerah
1. Tim Driuer Kabupaten dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati

NganjukNomorLssl226lKl4l|.ot2l2o|stentangPembentukanTim
Penggerak (Diuer) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

KabupatenNganjuk.Adapunsusunanumdiuerinimelibatkanunsur
Badaa Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur sekretariat Daerah,

unsurDinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak,
Inspelrtorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah'

Adapun tugas tim penggerak atau tim diuer adalah:

a. Memberikan bantuan layanan teknis penyusunan anggaran yang

resPonsif gender;
b.MelakukanpemantauandanevaluasipelaksanaanAnggaran

ResPonsif Gender (ARG);

c. Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat

Daerahdalampelaksanaanpercepatanpengarusutamaangender
melalui PPRG;

e. Irleneliti dokumen PPRG sebagai lampiran didalam Dokumen

Perencanaan Anggaran;
f,Memberikarrrekomendasidalamrangkapengarusutamaan

gender; dan
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati'

2.PokjaPUGditetapkandenganSuratKeputusanBupatiNganjukNomor
188176/Kl4Ll.Ol2l2Ol8 tentang Pembentukan Kelompok Ke{a

Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk' Adapun tugas tim
teknis PUG adalah:
a.MempromosikandanmemfasilitasiPengarusutamaanGender

kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender

kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa;

c. Menyusun program kerja setiap tahun;
d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;

e. Menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan

Gender setiaP tahun;
f.
o

h.

Bertanggungiawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;

Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;

Memfasilitasi satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi

pendataan untuk menyusun Profrl Gender Kabupaten Nganjuk;

Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di masing-masing Instansi;
Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap

anggaran daerah;
Me.ryusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Nganjuk;
Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point

di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

j

1
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m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud

kepada BuPati.
Tim Teknis PUG ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk

Nomorl88l475.|lK|41|.4o|l2o|stentangPenetapanTimTeknis
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nganjuk' Adapun tugas

tim teknis PUG adalah :

a. Membantu tim Driuer (penggerak) dalam perencanaan

penganggaran yang responsif gender;

b. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pengarusutamaan gender;

dart
c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua Pokja

Pengarusutamaan Gender.
rocat piint PUG Di setiap Perangkat Daerah, telah dibentuk dan

ditetapkan Focal Point PUG, yang masing-masing ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah'

4

Adapun tugas Focal PointPUG adalah:

a. 
- 
Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Unit Kerja;

b. Memfasilitasi perryusunan rencana keda Perangkat Daerah yang

Responsif Gender;
c. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan

Gender (PUG) kepada seluruh pejabat dan staf di Lingkungan

Perangkat Daerah;
d. Mehfirkan pelaksanaan analisis Gender terhadap terhadap

Kebijakan, Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk;
e. Uetaportan pelaksanaan Focal Point Gender kepada kepaia

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

f. Memfasilitasi penyusunan data gender di Perangkat Daerah

KabuPaten Nganjuk.
Fasilitatoi pUG Adanya fasilitator PUG Kabupaten yang telah

mengikuti "Tfaining ol F*ilitoto' PUG/PPRG Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur".

Matriks Rencana Aksi Daerah PUG

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya' maka dapat disusun

rencana aksi daerah sebagaimana matr-ik terlampir' Rencana aksi daerah

ini merupalan bagran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kabupaten dan OPD, yang masuk dalam RPJMD dan Renstra

pD. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan

penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identilikasi

*""arfrdankemudiandijabarkandalamrencanaaksiyanglebihterinci'
Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan

telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator

keberhasilan dari masing-masing rencana aksi'

5
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TABE,L4.2.

TARGETINDIKATORRENCANA AKSI PEI,AKSANA
2025202420232022OUTPUTOUTCOMEKEGIATANPROGRAM

NO.
1i10987643

1 2

Bidang Kesehatan1 lOOo/otooP/o100%L00P/oPersentase orang
yang mendapat
peLayanan UKM
dan UKP

Program
Pemenuhan UPaYa

Kesehatan
Perorangan dan
Upaya Kesehatar
Masyarakat tooo/o1O@/o100%lO@/oJumLai Prasarana

Kesehatan dalam
Kondisi Baik

Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenalgan Daerah

Penyediaar Fasilitas

100%IOOVI1OOP/olOOo/oJumlah orang yang
mendapat Pelayaoan
UKM dan UKP

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah

100%IOOYI100o/o100%Jumlah alat
penyelenggaraan
SIK terintegrasi yarlg
tersedia

Penyelenggaraan
Sistem lnformasi
Kesehatan secara
Terintegrasi

lOOo/olAOo/o100%IOOo/oPersentase tenakes
yang memenuhi
standard

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

Dinas
Kesehatan

too'10e/.LOO%roov.Jumlah Tenales
yang memenuhi
syarat untuk naik
Pangkat

Pengembangal
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi Teknis

4

5

6

Penurunan Angka
Kematian Ibu
(AKl)dan Angka
Kematian BaYi
(AKB).

Penanganar
Stunting dan Gizi
Buruk

Pencegahan
Penularan HIV
AIDS

Pencegahan

/Penanganan TB

Pendewasaan
Usia Perkawinan
pertama/Pencega
han perkawinan
anak

Pembangunan
Fasilitas
kesehatan Yang
ramah anak dan
disabilitas

)),u.

(

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022'2025

ISSUE
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l0 11I876431
r)

Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah

IOOY"1000/"l OOo/oIOOYIPersentase sediaan
makanan dan
minuman yang
dinyatakan laik
konsumsi

Program Sediaan
Farmasi, ALat

Kesehatan dan
Makanan Minuman

1Otr/olOOo/o100%IO0f/oJumlah izin industri
pangan yang
diterbitkan

Pemberian Izin
Apotek, Toko Obat,
Toko Atrat Kesehatan
dan Optikal, Usa}ta
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

1100% 100%rOOYoJumlah sertilikat
produksi pangan
IRT yang diterbitkan

PenCrbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman tertentu
yang DaPat
Diproduksi oleh
lndustri Rumah
Tangga

lOOo/o100%lOOo/o 100%Jumlah sertifikat
Laik Higiene
Sanitasi Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)

yang diterbitkan

Penerbitan Sertiflkat
l-aik Higiene
Sanitasi Tempat
Pengelolaan
Makanarr (TPM)

Antara l,ain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)

I OO%tooo/.100%lOOo/oPersentaseProgram

N

(
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10987653c
1 masyarakat

memitiki tingkat
pengetahuan baik
tentang perilaku
kesehatan

Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

lOOo/oLOOo/o100%IOOYoJumlah kegiatan
Pelaksanaan Sehat
dafam Rangka
Promotif Preventif
Tingkat Daerah

Pelaksaraan
dalam Rangka
Promotif Preventif
Tingkat Daerah

Sehat

100%lOOo/o1000100%Jumlah UKBM,
Kader Kesehatan,
dan Desa Siaga
dibina

Pengembangan dar
Petraksanaan UPaYa

Kesehatart
Bersumb€r daya
Masyaralat
(UKBM) Tingkat
Daerah 62,470/o6l,47o/o60,47Y"59,47YoPersentaae caparan

peserta KB
Program Pembinaan
Keluarga Berencana
(KB) 3 Kegiatan3 Kegiatan3 Kegiatan3 KegiatanJumLah kegiatan

Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)

Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokat

Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KlE)

Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Iakal

5160 kader5i6O kader5160 kader5160 kaderJumlah Tenaga
Penyuluh
KB / Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB) dan
IMP yang
didayagunakan

Pendayagunaan
Tenaga Penlruluh
KB / Petugas
l,apangan KB
(PKB/PLKB)

Dinas PPKB

37 Faskes37 Faskes37 Faskes37 Faskes1 Jumlah alokonPengendalian dan

d,tt

(

4 --1i 
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I a 3 4 5 6 7 8 9 10 It
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi
aerta Pelaksanaan
Pelayanan KB di
Daeralr

yang didata dan
didistribusikan
2. jumlah akseptor
yang terlqyani

20
Kecamatan

20
Kecalnatan

20
Kecamatg.Ir

20
Kecamatan

Pembe rdayaaa darl
Peningkatan Peran
s€rta Organisasi
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pembinaan
Ke8etaraan Ber-KB

Jumlah lembaga
yang terlibat dalam
pel,al<sanaan
pelayanan dan
pembinaan
kesertaan ber-KB

49
Kampung

KB

49
Kampung

KB

49
Kampung

KB
Kampung

49

KB

Program
Pemberdqyaan dan
Peningkatan
Keluarga Sejahtera
(r(s)

l. Perscntaae
Keluarga ber-KB
yang mengikuti
Kelompok Kegiatan
UPPKA

85,Ooolo 85,00% 85,00% 85,00%

2. Menurunnya
persentase
pemikahan
dibawah usia 21
tahun bagi wanita
dan 25 tahun bagi
pria

11,30% 1t,20% tt,10% l t,ooo/o

Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah kelompok
kegiatan yang
mendapatkan
promosi dan
sosialisasi
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga

5 Poktan 5 Poktan 5 Poktan 5 Poktan

Bidang Ekonomi
I Meningkatkan Program Persentase 16,50yo 200/" 23,SOo/" 270/o Dinas Koperasi

2

TK
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t1109876543c
Koperasi yang
Diawasi

Pengawasan dan
Pemerikaaan
I(operasi 410 unit

usaha
41O unit

uaaha
41o unit
uaaha

155 unit
usaha

Juml,ah Koperasi
yang Diawasi

Pemeriksaan dan
Pengawaaan
Koperasi, I(operasi
Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
Koperasi wilayah
Keanggotarnlrya
Dalam Daerah

l7o/or60/"r5%140/oPeraentaseKoPeraai
yang Mendapatlsn
Pendidikan dan
Pelatihan
Perkoperasian

Program Pendidikan
dan latihan
PerkopcraEiar

1OO orang1OO orang10O orangJumlah Koperasi
yang Mendapatkan
Pendidikan dan
Pelatihan
Perkoperasian

Pendidikan dan
l,atihan
Perkoperasian Bagi
Koperasi yang
Wilayah
Keaiggotaan dalam
Daerah 3avo29,1OVo2to/o12,5Oo/oPersentasi koPerasi

yang Difasilitasi
Program
Pemberdayaan dan
Perlindungan
Koperasi 20 unit

usaha
20 unit
usaha

20 unit
usaha

50 unit
usaha

Jumlah koperasi
yang Difasilitasi

Femberdayaan dan
Perlindungan
Koperasi yang
Keanggotaannya
dalam Daerah

dan UMKM

18%t6v.14v"t 2v"Persentase Usaha
Mikro yang
mendapatkan
fasilitasi
pemberdayaan

Program
Pemberdayaan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro

perar perempuan
dalam
pembangunan
ekonomi

Meningkatkan
jumlah

Pengusaha
UMKM

Meningkatkan
Kemaldirian
perempuan
ekonomi

Meningkatkan
uaaha ekonomi
produktif

2

5

,.1r.

1

100 orang4.

Mengembargkan
ekonomi kreatil
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11lo986543I 2 220 Unit
usaha

22O unit
usaha

22O Unit
usaha

Jumlah Usaha
Mikro yang
mendapatkan
Fasilitasi

Pemberdayaan
Usaha Mil$o yang

Dilalukan melalui
Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahan
Perizinan,
Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan
Para Pemalgku
Kep€ntingan

22o/o200/.lazo160/0Persenta8e Usaha
Mikro yang
mendaPatkan
fasilitasi
pengembangan

Program
Pengembengan
Umkm

70 unit
usaia

60 unit
usaha

50 unit
usaha

40 unit
usaha

Jumlah Usaha
Miklo yang
mcndaPatkan
fasititasi
Pengembangarl

Pengembangan
Usaha Milco dengan
Orientasi
P€ningkatan skala
Usaha Menjadi
Usaha Kecil

900/0900/o900/o9Oo/ofasilitasi

perdagangan

Persentgae
izin usaha

Program Perizinan
dan Pendaftaran
Perusahaan

Dinas
Perindustrian

dan
Perdagangan2 Dokumen2 Dokumen2 Dokumenl DokumenJumtah fasilitasi

pemenuhan
komitmen perolehan
perizinan pasar
ralryat, pusat
perbelanjaan dan
toko swalayan
melalui aistem
pelayanan perizinan
berusaha
terintegrasi secara

Penerbitan izin
pengelolaan Pasar
ralgrat, pusat
perbelanjaan dan
izin usaha toko
swalayan

0,,
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l11097654
1

c
elektronik

210/o2to/.2t"/"2tvoPersentaae
Peningkatan
Pembartgunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi
Perdagangan

Program
Peningkatan sarana
Distribusi
Perdagangan

I 1 unit1 1 unit1 1 unit9 unitJumlah
pembangunan dan
pengelol,aan sarana
distribusi
perdagangan

Pembangunan dan
pengelolaan sarana
diatribusi
perdagangan

33 pasar
dan 11

paaar
pendukung

33 pasar
dart 1 I
pasar

pendukung

33 pasar
dan 11

Pasar
pendukung

33 pasar
dan 11

pasar
pendukung

Jumlah pembinaan
terhadap pengelol,a

sarala dietribusi
perdagangan

Fembinaan terhadap
pengelola sarana
distribusi
perdagangan
maByarakat
diwilayah kerjanya

5,690/o5,7Oo/o5,71o/o5,720/oPersentaae
pengawasan harSa
pokok

Program Stabilisasi
Harga Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

12 bulan12 bulan12 bulan12 bulanJumLah informa8i
harga yang
dilaksanakan

Pengendalian harga
dan stok barang
kebutuhan pokok
dan barang penting
ditingkat pasa!

aovo800/.aO/o 800/"Persentasc fasilitasi
promosi dan
pemasaran produk

Program
Pengembangan
Ekspor 4 pelaku

usaha
ekspor

4 pelaku
usaha
ekspor

4 pelaku
usaha
ekspor

4 pelaku
usaha
ekspor

Jumlah pelaku
usaha yang
difasilitasi

Penyelenggaraan
promosi dagalg
melalui pameran
dagang dan misi
dagang bagi produk
ekspor unggulan
yang terdapat pada

i-,t
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Ii10986432
1 daerah

66,24o/o63,64o/o6L 
'O4Vo5A,440/"Persentase fasilitasi

Promosi dan
pemasaran prcduk

Program
Penggunaan dan
Pemasaran Produk
Dalam Negeri 51 UMKM49 UMKM47 UMKM45 UMKMPeLalcsanaan

promosi, pemasaran
dan peningkatan
penSgunaan Prduk
dalam negeri

lAoP/o100%100%1000/.Peraentaac
kegiatan
pengendalian
penanaman modal
yang dilaksana}an

Program
Pengendalian
Pel,akBanaan
Penanaman Modal

Dinas PMPTSP

600 Pelaku
Usaha

500
Pel,aku
Usaha

400
Pelaku
Usaha

300
Pelaku
Usaha

Jurnlah kegiatan
pengendalisr
penanaman moda-l
yang dilak8anakan

Pengcndaliart
Pelaksanaan
Penan€man Modal
yang menjadi
Kewcnangan Daerah

40,Stio/o37 ,A30/o35,t4%32,43o/o

Persentaae watisan
seni budaya dan
tradisi lokal yang
dilestarikan

Program
Pengembangan
Kebudayaan

100%loo%i o00/"950/.

Terkelolianya
kebudayaan yang
masyarskat
pelakunya

Pengelolaa-n
Kebudayaan yang
Masyarakat
Pelakunya dalam
Daerah

95"/"95.h95v"950k

Meningkatoya
pelestarian kesenian
tradisional

Pelestarian Kesenian
tradisional yang
Masyarakat
Pelakunya dalam
Daerah

Dinas
Kepemudaan,

Olahraga,
Kebudayaan

dan Parivisata
Daerah

7A37vo7 3,67Yo72,97Y"7O,27Yo
Persentaae seni
budaya yang
dikembangkan

Program
Pengembangan
Kesenian

l,u,

-.l
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i1109876543c
1

Tradisional

100%l0OYo

Terbinannya
kesenian
masyarakat

Pembinaan Kesenian
yang Ma€Yarakat
Pelakunya dalam
Daerah

50k50/"slo50/"

Pers€ntage

frningLetan
juElah wisatawan

aOo/oaOYo800/"aoo/"
Terlakaanannya
Pengelolaan Daya
Tarik Wisata

Pengelolaan DaYa
Tarik Wisata

900/o90%900/0
TerlakEanannya
Pengelol,aan
De8tinasi Pariwisata

Pengelolaan
Deatinasi P€riwisata

s%o5Voslo5v"
Peraentase
peningkatan
jumlah wisatawart

Program Pemasaran
PariwiBata

90o/o90y.9OVo900/.

Terl,aksanannya
Pemaaafan
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
Daya Tarik,
Deetinasi dan
Kawassn Strategis
Pariwisata

Pemasaran
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
Daya Tarik,
Destinasi dan
Kawasajr Strategis
Pariwisata

a8,220/.76,46Yo64,70V"52,940/0

Persentaae
Bubsektor ekonomi
keatif yang
terfasilitasi

Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak
Kekayaan
Inteleldual

I1

tersediannya sarana
bagi insan kreatif di
daerah

Penyediaan
Prasarana (Zona

Kreatif/Ruang

IT,

( (

100%lOOP/o

Program
Peningkatan DaYa

Tarik Deetinasi
Pariwisata

9Oo/o

11
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IGiatif/ Kota lkeatifl
sebagai Ruang
Berekspreai,
Berpromosi dan
Berinteraksi bagi
Insan Kreatif di
Daerai

790/o64,300/0

Persentase jenig
usaha pariwisata
yang berdaya eaing

Program
Pengembangan
Sumber Dalra
Pariwisata dan
Ekonomi Ikeatif

50 Peserta50 Peserta5O Peserta50 Peserta

Terlaksananya
kapasitas SDM
pariwisata dan Ekraf

Pelaksanaan
Peningkatsn
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar

aanKetenagakcrjBidang3 100%lOOo/.100o/o100%Persentase Tenaga
Keda yang memiliki
kompetcnsi dan
prultivitas
stardard

Progam Pelatihan
Kerja dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

l80 orangl80 orang180 orang40 orangMenciptakan tenaga
kerja mandiri

Pelaksanaan
Pelatihan
Berdasarkan Unit
Kompetensi

30
Lembaga

3o
L€mbaga

30
l€mbaga

Jumlah lcmbaga
yang dibina

Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja
Swaata

1.850
orang

1.850
orang

1.850
orang

1.500
orang

Pencari Kerja yang
Ditempatkan.

Program
Penempatan Tenaga
Kerja

Dinas Tenaga
Kerja

1.850
orang

1.850
orang

1.8s0
orang

1.500
orang

Jumlah pencari
kerja terdaftar yang

Pelayanan Antar
Kerja di Daerah

I

2

3

Meningkatkan
lnvestasi yarg
dapat
meningkatkan
ekonomi secara
signifikan.

Meningkatkan
pengembangan
industri kecil dan
mikro dan
koperasi

Melakukan
kerjasama
dengan
Perusahaan

il,

4

35,700/o s0%
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1 mendapatkan

pelayanan Antar
kerja yang ditindak
lanjuti

4.500
orang

4.500
orang

4.500
orang

Jumlah pcncari
ke{a yang
mendapatkan
informasi
lowonganbaik dalam
maupun hmr negeri

Pengelolaan
Informasi Pasar
Keda

90 orang90 orang90 orangJumlah calon PMI
yang terlindungi dan
kompeten

Perlindungar PMI
(Pra dan Puma
Penempatan) di
Daeralr o,9o,9900/oa5o/oPer€entase

Perselisiha-n
Hubungan
lndustrial Yang
diselesailgn diluar
Pengadilan

Program Hubungart
Industrial

r40
perkara
darr 42

lembaga

140
perkara
dan 42

lembaga

140
perkara
darl 42

lembaga

40 OrangJumlah pencegahan

dan penyelesaian
perselieihan
hubungan industrid
Mogok Kerja, dan
Penutupan
Perusahasn di 1

(Satu) Daerah

Pencegaha-n dan
Pcnyelesaian
Perselisihan
Hubungan
lndustrial, Mogok
Kerja, dart
Penutupan
Perusahaan di 1

(Satu) Daerah

4

untuk Bursa
kerja yang
inklusif

Memberikan
latihan
ketramPilan keda

Perlindungan
Tenaga Keda

Bidang Politik4 Badan Kesatuan
Bangsa dan

Politik

IOOYI95"/o9OVoa50/"Persentase jumliah
peserta Yang
mengikuti
pemantapan
wawasan
kebangsaan dan
monev

Program Penguatan
ldeologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan

2

Peningkatan
Peran perempuan
dalam ormas
mauPun
organisasi politik

Meningkatkan

lt

( (

5.
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1110987654321 3O0 orang300 orang3OO orsrg85voJumlah peserta
yarrg mengikuti
pemantaparr
wawasan
kebangsaar dan
monev

Perumusan
kebijakar teknis
dan pemantapan
pela-ksanaan Bidang
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan o,99OYo850/"Persentaae Partai

politik yang
Erenjasi pes€rta
p€mantapan
pendidikan dan
etika politik,
penerima hibah
yang dimonev

10 partai10 partai10 partaia50/ojumlah partai politik
yang menjadi
peserta pemantapan
pendidikan dan
etika politik,
penerima hibah
yang dimonev

Perumuaarl
kebiakan teknis
dan pernantapan
pelaksalaan di
Bidang Pendidikan
Potitik, etika budaya
politik, peningkatan
demolaasi, fa8ilitasi
kelembagaan
pemerintahan,
perwakilan dan
partai politik,
pemilihan
umum/pemilihan
umum kepala
daerah, serta
pemantauan situasi
politik di daerah

9Oo/o9OYo9lvoa5v"Persentase Peserta
yang mendaPatkan
sosialisasi dan

Program Pembinaan
Dan Pengembangan
Ketahanan

3

4

keamanal dan
ketertiban
masyarakat

Meningkatkan
pendidikan beta
negara.

Meningkatkan
kerukunaa
masyarakat serta
antaf umat
beragama

Jl,.

0,9
Program
Peningkatan Peran
Partai Politik dan
kmbaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik
Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya
Politik

5.

Meningkatkan
kerjasama antar
lembaga
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11109876542I
dimonevEkonomi, Sosial

dan Budaya 1OO orang1OO orang1O0 orang85voJumlah peserta
yang mendaPatkan
sosialisasi dart
dimonev

Perumusan
kebiiakan telois
dan pemantaPan
p€taksanaan bidang
ketahanan
ketahanan ekonomi,
sosia.l dan 9tr/o900/o900/.450/"peraentaae kasus

konflik sosial yang
dibahas dan
dimonev

Progam
Peningkatan
Kewaepadaan
Nasional dan
Peningkatrn
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan Konllik
Sosial 9Oo/o9Oo/o900/"850/openentaae kaaua

konllik soeial yang
dibahas dan
dimonev

Perumusan
kebijakan teknis
dan pel,aksanaan
pemantapan
kewaspadaan
nasional dan
penangarlan konflik
sosial 100%100%100%100%Jumlah KaBUB

Gangguan
I{etentraman dan
Ketertiban umum
yang diselesaiakn

Program
Peningkatan
Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

Satpol PP

toook100%100%100%Jumlah Penanganan
Kasus Gangguan
KetenEaman darr

Ketertiban umum
yang diselesaikan

Penanganan
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
dalam I (satu)

Daerah Kabupaten

ll
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111098765432I IOOYI100%lOOo/oaoo/"Jumlah
Pelanggaran Perda
yang diawasi dan
ditangani

Penegakan
Peraturan Daeralt
dan Peraturan
Bupati

100% 100%100%tooo/"Jumlah Pegawai
yang mengikuti

Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri SiPil
(PPNS) Kabupaten

Baik/80Baik/80 Baik/80Baik/ 80Indeks kepuasan
masyarakat
pel,ayanan
perangkat DPR /
Indeks Kepuasan
Masyarat (IKM)

Pelayalan terhadap
DPRD

Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi DPRD

lO@/o1000/0 100p/.lOOo/oJurnlah Persentase
Terlaksananya
Peningkat€n
Kapasitas DPRD
guna meningkatkan
Pelaya-nan terhadap
DPRD/ IKM
Kepuasan Pimpinan
dan Anggota DPRD

Peningkatan
Kapasitas DPRD

Sekretaris DPRD

lOOo/o100%1O0o/o100%Jumlah Persentase
Terlaksananya
Penyerapan dan
Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat
guna Meningkatkan
Pembangunan dan
Pelayanan terhadap
Masyarakat

Penyerapan dan
Penghimpunan
Aspiraai Masyarakat

BaikBaikBaikBaikNilei rata-rata
capaian kinerja
PNS

Program
Kepegawaian
Daerah

Badan
Kepegawaian

dan
Pengembangan8.5718.5718.57119.O71Jumlah ASN yangKegiatan Pengadaan,

ll,,
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119 10864
1 2 orangorangorangupdat€ data

kepegawaian,
jumlah pelamar,
jumlah ASN yang
diberhentikan dan
jumlah laporal
formasi.

Pemberhentian dan
Informasi
Kepegawaian ASN

100%tooo/.lOOo/olO0P/oPersentase ASN
yang lulus
Pendidikan dart
pelatihart

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Sumber Daya
Manusia

600 orang600 orarg600 orang30 orangJumlah ASN yang
mendapat
pengembangan
kompetensi teknis

I(egiatqrt
Pengembangal
Kompetensi Teknis

Pendidikan
LOOo/olOtr/oi00%96,94o/oPersentase SatuaI

Pendidikan yang
memiliki Akreditasi
minimal >B

Program
Pengelolaan
Pendidikan

605
I,embaga

605
L€mbaga

605
l.€mbaga

574
Lembaga

Jumlah Sekolah
Dasar yang memiliki
Akreditasi minimal
zB

Pengelolaan
Pendidikan Sekolah
Dasar

96
1€mbaga

92
Lembaga

88
lembaga

84
lembaga

Jum.lah Sekolah
Menengah Pertama
yang memiliki
Akreditasi minimal >

B

Pengelolaan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

605
Lembaga

605
L€mbaga

605
I,embaga

605
l,embaga

Jumlah Pendidikan
Anak Usia Dini yang
memiliki Akreditasi
minimal > B

Pengelolaan
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)

Dinas
Pendidikan

27
l,€mbaga

27
lembaga

27
l,embaga

18
lembaga

Jumlah Satuan
Pendidikan
Nonformal/ Kesetar
aan yang memiliki

Pengelolaan
Pendidikan
Nonformal/ Kesetara
an

1

2

3

Meningkatkan
Rata Rata lama
sekolah.

Meningkatkan
Angka PatisiPasi
sekolah,

Meningkatkan
sarana Prasarana
Sekolah.

Meningkatkan
kualitas tenaga
pendidikan

Meningkatkan
kualitas lulusan.

(

orang

4.

5.

6. Pembangunan
sekolah ramah

5.

p,"
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Alseditasi minimal :
B

L537,21536,21535,21334,2Rasio ideal
pendidik dan
tenaga
kependidikan
terhadap peserta
didik pada jenjang
PAUD

2757 ,O72756,O7275s,O72754,O7Ragio idcal
pcndidik dan
tanaSa
kcpcndidikan
tcrhadap peserta
didik pada jenjang
Sckolah Dasa!

1650, i91649,191648,191647,19Rasio ideal
pendidik dan
tenaga
kependidikart
terhadsp peserta
didik pada jenjang
Sekolah Menengah
Pertama

55,4754,4753,4752,47Rasio ideal
pendidik dan
tenaga
kcpendidikan
terhadap peserta
didik pada jenjang
Pendidikan
Nonformal/ Kesetar
aan

93o/o9lloa9v.a70/oPersentase pendidik
dan tenaga
kependidikan yang
memiliki kuatihkasi

Pemerataan
Kuantitas
dan Kualitas
Pendidik

anak.

Program Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan

N

(



((
,59-

3 4 51 2 6 7 8 9 10
dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetara
an

linier pada jenjang
PAUD

Persentase pendidik
dan tenaga
kependidikan yang
memiliki kualifikasi
linier pada jenjang
Pendidikan Dasar

9so/o 950/o 950/o 95Yo

Persentase pendidik
dan tenaga
kependidikan yang
memiliki kualifikasi
linier pada jenjang
Pendidikan
Nonformal/ Keset
araan

97% 9Ao/o 99% 1O@/o

Program
Pengembangan
Bahasa dan Sastra

Peraentase peserta
didik yang dapat
menggunakan
bahasa
daerah/lokal
dengan baik dan
benar

100% 100f/o 100% 1o00/"

Pembinaan,
Pen gembangan dan
Pertindungan
Bahasa darl Sastra
yang Penuturannya
dalam Daerah

Jumlah pes€rta
didik yarrg dapat
berbahasa daerah
dengan baik dan
benar

109.700
Peserta
Didik

109.700
Peserta
Didik

109.700
Peserta
Didik

109.700
Peserta
Didik

Program Pembinaan
Perpustakaan

Persentase sarana
dan prasarana
perpustakaan yang

lo lo 10 l0 Dinas Kearsipan
dan

Perpustakaan

A4

11
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111097 864
1

bersertilikat
686765 66Terlaksananya

peningkatan Indek
Kegemaran
Membaca

Pengelolaan
perpustakaan
tingkat daerah

1l111111Jumlah kegiatan
pendukung
pembudayaan gemar
membaca yalg
dilakukan

Pembudayaan gemar
membaca tingkat
daerah

930h93Vo93vo93voPeraentaa€
organisasi
kepemudaan yang
aktif

Program
Pengembangarr
Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan 24 Cabor22 Cabor20 Cabor18 CaborJumlah cabang

olahraga 5rang
berprestasi

Program
Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing Keolahragaan

9ovo900/ogOVogOYoTerbina serta
berkembangnya
potensi olahraga
pendidikan Pada
jenjang pendidikan

Pembinaan dan
Pengembangarr
Olahraga
Pendidikan Pada
Jenjang Pendidikan
yang Menjadi
Kewenangan Daerah

100% 100%95o/o 100%Terselenggaranya
kejuaraan olahraga
tingkat daerah

Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah

90%900/o9OYo9OYoTerbina dan
pengembangan
organisasi olahraga

Pembinaan dan
Pengembangan
Organisasi Olahraga

7 50/.7 50/.75v"7 50/oPersentase anggota
Pramuka Terlatih

Prosam
Pengembangan
Kapasitas
Kepramukaan

9ovo

Dinas
Kepemudaan,

Olahraga,
Kebudayaan

dan Pariwisata

9OVo90v"90v"Persentgse
organisasi

Pembinaan dan
Pengembangan

lr'

((
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1098765421 kepemudaan Yang
aktif

Organisasi
Kepramukaan

Kesejah tteraan MasyarakadanSosialS1I6 a70/oaTVo870/"asvoTerpenuhinya
Rehabilitasi Sosial

a70/o470/oATYo850/0
Rehabilitasi So

Dasar Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, L€.njut
Usia Terl,antar, serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial

sial

a7%870/"a70/"a50/o

Jumliah orang Yang
terpenuhi
kebutuhan dasar
penyandang
disabititas terlantar,
anak terLantar,
lanjut usia terlarttar
serta gelandangan
pengemis di luar

Jumlah Orang
Penyandang
Maealah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnYa
bukan korban
HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar Panti
Sosial yang

panti sosial

tertanganl

Rehabilitasi So

Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
Bukan Korban
HIV/AIDS dan
NAPZT di Luar Panti
Sosial

sial

a7%a7v.470/o85%Jumtah anak-anak
terlantar Yang
dijangkau,
mendapat rujukan
serta terPantau dan
terpelihara

Program
Perlindungan Dan
.laminan Sosial

870/"870/.a70/.o.kTerrtrujudnya
Pemeliharaan Anak
Terlantar

Pemeliharaan Anak-
Anak Terlantar

Dinas So sial
PPPA

a7o/oATYo87voa50/"TerwujudnyaPengelolaan Data

Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat

Meningkatkan
keadilan dan
kesetaraan
gender

Penanganan
Kemiskinan dan
PMKS

Pengarus
utamaan gender
dan pemenuhan
hak anak

Pencegahan
(ekerasan
terhadaP
perempuan dal
anak

Penanganan dan
pembinaan
Disabilitas

1

2

4

5

6

-61-
1l

Program
Rehabilitasi Sosial

u^,
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1

Pengelolaan Data
Fakir Miskin
Cakupan Daerah

Fakir Miskin
Cakupan Daerah

aTVo870/oa7o/o85%Persentase
Pelayalan PMKS

PrograJn
Penanganan
Bencana a7v"aTYo87vo450/0Terwujudnya

Perlindungan Sosial
Korban Bencana
Alam dan Sosial

Perlindungart Sosial
Korban Bencana
Alam dan Sosial

a70/"aTYoaTYooy"TerwujudnS,a
Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Masyaral€t
terhadap
Kesiapsiagaan
Benca.rra

Penyelenggaraan
Pemberdayaal
Masyarakat
terhadap
Kesiapsiagaan
Benc€la

aio/o450/.450/o450/0Persentase PSKS
yang Aktif

Program
Pemberdayaan
Sosial a5v"85%85Yoa5%Jumlah Dokumen

Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan
Sumbangan dalam
Daerah

Pengumpulan
Sumbangal daLam

Daerah

a5%a5'/oa5o/oJumlah orang,
Tenaga
Kesejahteraan,
Keluarga, Iembaga
yang Meningkat
Kapasitasnya serta
Jumlah Sertifikat
dari Hasil
Peningkatan Jumlah
Kapasitas

85%Pengembangan
Potensi Sumber
Kesej ahteraan Sosial
Daerah

too"k100%too%100%Terwr-rjudnyaProgram

N

(
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Keadilan dan
Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan rOOYo100%LOOV.100%Terr*'ujudnya

Pelembagaan
Pengaruautamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga
Pemerintah
Kewenangan

Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga
Pemerintah
Kewenangan

tooP/oIOOYI100%tooo/oTerlaksananya
Pemberdal,aan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Sosial, dal Ekonomi
pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan

Pemb€rdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan

roo%lOOo/oi00%l OOP/oTerbentukrya
Lembaga Penyedia
Iayanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenar.gan
Kabupaten/ Kota
dan Terlaksananya
Workshop bagi
organisasi
Perempuan,
Lembaga
Masyarakat dan
Perguruan Tinggi

Penguatan dan
Pengembangan
Lrmbaga PenYedia
layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan

too"k100%IOOYI100%Persentase
Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam Metrrjudkan

Program
Peningkatan
Kualitas Keluarga

$^.

((
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Kesetaraan Gender
dan Hak Anak
Tingkat Daerah

100P/o100%i00%l0OYoTerwujudnya
Peningkatan
Kualitas Keluarga

lOOo/"I O00/olOOo/olOOo/oMeningkatnya
Persentase Keluarga
ysng melaksanakan
pendidikan
Kes€ta-ra'an Gender
dalam Keluarga

Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
Kesejahteraan
Gender (KG) dan
Hak Anak Tingftat
DaeraLr

IOoP/o IOOo/o100"/olOOo/oJumlah penguatan
dan pengambangan
lembaga penyedia
layanan
peningkatEn
kualitas kesetaraan
gender dan hak
anat lang wilayah
kerjanya dalam
daerah kabupaten

Penguatan dsn
Pengembangan
kmbaga Penyedia
L€.yanan
Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender
dan Hak Anak yang
Wilayah Ke{anYa
daLam Daerah

tooP/.100%lOOo/otooo/oJumlah
Pelaksanaan
Penyediaan L,ayanan
Komprehensif bagi
Keluarga daLam

Mewujudkan
Kesetaraan Gender
dan Hak Anak yang
Wilayah Kerjanya
dalam Daerah

Penyediaan Le.yanan
bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG

dan Hak Anak yang
Wilayah KerjerYa
dalam Daerah

1OO"/oIOOYI100%1000/.Persentasi OPD
yang
Memanfaatkan

Program
Pengelolaan Sistem
Data Gender Dan

),,,.

(
-64-
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1

Data Gender dan
Anak

Anak

10,0P/orooP/o100%too%Jumlah Perangkat
Daerah yarg
memasukkan Data
Gender dan Anak
dalam Aplikasi

Pengumpulan,
Pengolahal Analisis
dan Penyajiao Data
Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah 100%10@/o100%100%Jumlah Data Gender

dan Anak Bahan
Analisis dan
Penyajian Data

LOOo/oLOOo/olOOo/o100%Meningkatn]'a
Kualitas Hidup
Anak

Prograrlr
Pemenuhan Hak
Anak (PHA) lOOo/o100%100%l00P/oJumlah koordinasi

dan sinkronisasi
Pelembagaan Gugus
T\.rgas Kabupaten
dan Jumlah
Penguatan
Kecamatan [aya]
Anak

Pelembagaan PHA
pada Lembaga
Pemerintah, Non
Pemeriotah dan
Dunia Usaha
Kewenangan Daerah

100%100%100%OYoJumlah Peningkatan
Kapasitas dan
Kualitas
Kelembagaan KLA
serta Peningkatan
Pemenuhan Hak
Anak

Fenguatan dan
Pengembangan
L€mbaga PenYedia

Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Daerah

IOOYotov/"100%1000/"Meningkatnya
Kualitas Hidup
Anak

Program
Peilindungan
Khusus Anak 1000k100%100%100%Fasilitasi

Pencegahan dan
Penanganan Anak

Pencegahan
Kekerasan terhadap
Anak yang

ll^,
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1

Korban Kekerasan
dan Eksploitasi

Melibatkan para
Pihak Lingkup
Daerah

100% lOCP/oOo/o ioo%Fasilitasi
Pencegahan dan
Penanganan Anak
Korban Kekerasan ,

Eksploitasi serta
penguatan
Kelembagaffi
KLA,Fasilitasi
Pemenuhan Hak
Anak atag Inforrnasi
Lsy6f< Anak,
Fasilitasi
Pencegahan dan
Penanganan Anak
Korban Kekerasan
dan Eksploitasi

Penyediaan Layanan
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukart
Koordinasi Tin8kat
Daerah

100%IOOYI 1000/0oo/"Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyedia Sarana
dan Prasarana serta
JumLah Dokumen
Peningkatan
KapasitaB Sumber
Daya lcmbaga
Penyedia Layanan
Anak yang
Memerlukan
Perindungan
Khusus

Penguatan dan
Pengembangan
Lmbaga Penyedia
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan
Perlindungan
Khusus Tingkat
Daerah

100%IOOYo 100%a9v.Meningkatnya
Kualitas Hidup
Perempuan

Program
Perlindungan
Perempuan

100%100% IOOYIJumlah DokumenPencegahan

th
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1198765431 2
Hasil Kooordinasi
dan Sinkronisasi
Pelaksanaarl
Kebijakan Program
dan Kegiat n
Pencegahan
Kekerasan terhadap
Perempuan
Kewenangan Daerah

Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup
Daerah

IOoP/o100%a9%o 100%Jumtrah Perangkat
Daerah yarg
Mendapat Advokasi
dan Pendampingan
Layanan
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan Daerah

LOOo/" looo/"1000/.lOOo/oJumlah Perempuan
Korban Kekerasan
terhadap
Kabupaten/ Kota
yang MendaPat
teyanan Pengaduan
dan tayanan Tindak
L€njut Pengaduan
yang Memerlukan
Koordinasi dan
Sin.kronisasi

Penyediaal layanan
Rujuka.n lanjutan
bagi Perempuan
Korban Kekerasan
yang Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan Daerah

lOOo/"IOOYIIOOY.Jumlah Laporan
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Iayallan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan

oohPenguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
layanan
Perlindungan
Perempuan Tingkat
Daerah

100%100%oo/" lo0%Jumlah Sumber

h
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 1i

Daya Manusia
L€mbaga Penyedia
Layanan
Penanganan bagr
Perempuan Korban
Kekerasan
Kewenangan Daerah
yang Mendapat
Peningkatan
Kapasitas
Jumlah Perempuan
dalam Situasi
Darurat dan Kondisi
Khusus
Kew€nangan Daerah
yang Mendapat
Pemenuhan
K€butuhan Spesifft

OYo 100% LOOo/o 100%

Jumlah Dokumen
Hasil Penguatan
Jejaring antar
L€mbaga Penyedia
Layanan
Perlindungan
Perempuan

oo/o ro0P/. tooo/" tooo/.

7 lnfrastruktur 1.098.415
Jiwa

1.100.682
Jiwa

1.100.682
Jiwa

1.100.682
Jiwa

Dinas PUPR
1. Meningkatkan

infrastrul.htr
Jalan, Jembatan
dan konektivitas
antar wilayah

Program
Pengelolaan dan
Pengetnbangan
Sistem Penyediaan
Air Minum

jumlah penduduk
perkotaan dan
pedesaan
mendapatkan
pelayanan air
bersih dengan
sistem perpipaan
dan non perpipaan

Pengelolaan
sumberdaya air
dan pengendalian
banjir

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan

Jumlah Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM) di

10 Unit 142 Unit 142 Unit 142 Unit

b
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Daerah yang di
kelola dan
dikembangkar

Air Minum (SPAM) di
Daerah

2o unit20 unit 20 unit20 unitJumlah
infrastrnlifur
persampahan yang
dibangun dan
dipelihara

Program
Pengembalgan
Sistem dan
Pengelola€rl
Persampahan
Regional

20 unit20 unit 20 unit20 unitJumlah Sarana
Persampahan di
Daerah yang
dikembargkan dan
dikelola

Pengembangan
Sistem dan
Pengelolaan
Persampa-han di
Daerah

732.277
Jiwa

7e2.277
Jiwa

732.277
Jiwa

730.O10
Jiwa

Penduduk Yang
Terlayani Sistem
Air Limbah Skala
Rumah
Tangga/Komunitas
/ Kawasan / IGbupa
ten

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah

100% 100%i oo%rooP/oJumlah Sistem Air
Limbah Domestik
daLam Daerah yang
dikelola dan
dikembangkan

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah
Domestik dalam
Daelah

375.906
jiwa

375.906
jiwa

375.906
jiwa

370.t77
jiwa

Jumlah penduduk
terlayani sistem
Drainase

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase

17 unit 17 unit17 unit15 unitJumlah Sistem
Drainase yang
Terhubung
Langsung dengan
Sungai dalam
Daerah Yang
dikelota dan

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
yang Terhubung
Langsung dengan
Sungai daLam
Daerah

4

5

Pembangunan
gedung gedung
pemerintah dan
fasilitas umum
yang ramah anak

Menjaga
kelestarian alam
dan lingkungan
hidup

Penanganan
lingkungan
kumuh dan
perbaikan
Rumah Tidak
layak Huni.

((
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10 1198765421
dikembangkan

87 unit87 unit87 unit86 unitJumlah Bangunan
Gedung di wilayah
Daerah dalam
kondisi baik

Program Penataan
Bangunan Gedung

87 unit87 unit87 unit86 unitJumLah Bangunan
cedung di Wilayah
Daerah , Pemberiar
Izin Mendirikan
Bangunar (IMB) dan
Sertilikat Iaik
Flngsi Ba-ngunan
Gedung dalam
Kondisi Baik

Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah ,

Pemberian lzin
Mendirikan Gedung
Bargunan (IMB) dajl
Sertifrkat laik
Fungsi Bangunan

84
kawasan

84
kawasan

84
kawasan

83
kawasan

Jumlalr Penataan
Bangunan dart
Lingkungannya di
Daerah daLam

Kondisi Baik

Program Penataan
Bangunan dan
LingkungErrnya 84

kawasan
84

kawasan
a4

kawasan
83

kawasan
Jumlah Penataan
Balgunan dan
Lingkungannya di
Daerah dengan Baik

Penyelenggaraan
Penataan Bangunan
dan LingkungannYa
di Daerah

3.265 Km
& 628 unit

3.265 Km
& 628 unit

3.265 Km
& 628 unit

3255 lxn &
611 unit

Panjang Jalan
dalam kondisi
Mantap Fungsional

Program
Penyelenggaraan
Jalan 600 Km600 Km600 KmPanjang Jalan

dalam Kondisi
Mantap Fungsional

600 KrnPenyelenggaraan
Jalan Kabupaten

0,9so,9595%95voPersentase
pengurangan
backlog rumah

Program
Pengembangan
Perumahan 2 Dokumen

Dinas PRKPP

2 Dokumen2 Dokumen5 DokumenJumla-h dokumen
Pendatasn
Penyediaal dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Benc€na

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana
atau Relokasi

(
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8 96542
atau Relokasi
Program Kabupaten

Program Kabupaten

80
dokumen

80
dokumen

80
dokumen

249 unit
rumah

jumlah unit rumah
pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana
atau Relokasi
Program Kabupaten

pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Korbar Benc€,na
atau Relokasi
Prograrn KabuPaten

97o/o970/"970/o97voPersentase
pembangunan dan
pengembangan
kawasan
permukiman

Program l(awasan
Permukiman

1 laporan1 Laporan 1 Laporan1 LaporanJurnlah laporan
Penatasn dan
Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukimarr
Kumuh dengan Luas
di Bawah 10
(sepuluh) Ha

Penataan dan
Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan Luas
di Bawah 10
(sepuluh) Ha

97%970/o970/"97voPesentase
Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan Luas
di Bawah 10
(sepuluh) Ha

Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman
Kumuh denga.n Luaa
di Bawah 10
(sepuluh) Ha

95%95%950/o950/.Persentaae
perbaikan rumah
dan kawasan
permukiman
kumuh

Program
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kumuh

157 unit
rumah

157 unit
rumah

820 unit
mmah

jumlah unit rumah
Pencegahan
perumahan dan
kawasan

Pencegahan
perumahan dan
kawasan
permukiman kumuh

t/-;

(

157 unit
rumah

F t----ld t----i1
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5 64 7 8 9o 10 11
pada daerah permukiman kumuh

pada daerah
Persentase
lingkungan yartg
sehat dan aman
yang didukung PSU

1000/0Program
Peningkatan
Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum
(PSU)

tooo/" 1000/0 1o00/"

Urusan
Penyelenggaraan
PSU Perumahan

Terfasilitasinya
Penyelenggaraan
PSU Perumahan

100% 100% tooo/o rooo/o

Persentaae
ketersediaan
dokumen
lingkungan hidup

Program
Perencsrraan
Lingkungan Hidup

100% rooP/o 100%

Jumlah dokumen
RPPLH yang
tersusun

Rencsra
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) Daerah

lOOo/o 100% 100% 1000/0

Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan
Hidup Skategis
(KLHS) Daerah

Jumlah dokumen
KLHS dan laporan
pelaksaaaan KLHS
yang tersusun

IOOYI 1000/" tooo tooyo

Persentase kegiatan
pengendalian
pencemaal dan
atau kerusakan
lingkungan hidup

IOOYo 100% 100%Program
Pengendalian
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkrngar Hidup

tooo/o

Jumlah laporan
hasil pengujian
kualitas lingkungan

Pencegahan
Penc€maran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

100% 100% 100v. LOOo/o

Pemulihan
Pencemaran
dan/atau

Jumlah laporan
kegiatan Pemulihan
Pencemaran

3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi

Dinas
Lingkungan

Hidup

(

LOOYo

l1
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1187654
1

c

Hidup

dan/atau
Kerusekan

Kerusakan
Lingkungan HiduP

100%ooo/"100%100%

dan penYuluhan
yang
diselenggarakan

PersentaseProgram
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan dan
PenSruluhan
Lingkungan HiduP
Untuk Masyatalet l OOo/o100%100%l0O"/o

penyuluhsn yang
diselenggara}an

JumLalt dan
Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk L€mbaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah

Er
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BAB V
PENUTUP

Demikian RAD-PUG Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2025 ini disusun
untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di lingkungan pemerintah
Kabupaten Nganjuk maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melalsanakan
PUG. Dengan adanya RAD-PUG ini diharapkan keadilan dan kesetaraan gender
di Kabupaten Nganjuk segera dapat terwujud, Sehingga hasil-hasil pembangunan
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian.

Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis, dapat direviu dan disesuaikan
dengan regulasi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.
Adanya RAD-PUG ini juga merupakan komitmen dan keseriusan Kabupaten
Nganjuk untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO S M.Si.
Pembina
NIP. 1968050 199202 1 001

ttd
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N^

sesuai dengan aslinya,

BAGIAN HUKUM


